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ABSTRAK 

IMPLEMENT AS! KEBIJAKAN DISIPLIN PEGA WAI NEGERI SIPIL 
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH 

NOM OR 53 TAHUN 2010 
PADA BAG IAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN MALINAU 

Yakub Tasin 
yakub.anta7677@gmail.com 

Program Pascasarjana 
Universitas Terbuka 

Untuk Mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, dan bermoral, 
Perlu adanya lmplementasi Kebijakan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil yang 
dapat dijadikan pedoman dalarn menegakkan disiplin. Dengan adanya Peraturan 
Pcmerintah tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ini memuat kewajiban, 
Jarangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada Pegawai Negeri 
Sipil yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin 
dimaksudkan untuk membina Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan 
pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap disiplin bukan hanya 
\vaktu tetapi juga pekerjaan sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut berusaha tidak 
mengulangi dan dapat memperbaiki diri atau sikap pada masa yang akan datang. 
Dalam Peraturan Pemcrintah, secara tegas disebutkan ada tiga jcnis hukuman 
yaitu hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin 
berat dengan demikian ini menjadi batasan kewenangan bagi pejabat yang akan 
memberikan hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil yang rnelanggar aturan dengan 
mernpertirnbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan 
dan ini juga rnenjadi kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Kita akan 
terus mensosialisasikan dan mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 
53 tahun 2010 kepada se\uruh pegawai termasuk atasan pegawai yang harus terus 
melakukan pembinaan kepada bawahan dengan melakukan pengawasan secara 
langsung. 

Kata kunci: lmplernentasi Kebijakan, Disiplin Pegawai, Prestasi Kerja. 
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ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF DISCIPLINE POLICY CIVIL SERVICE UNDER 
BASED 

ON GOVERNMENT REGULATION 
NUMBER 53 YEAR 2010 

ON THE SECRETARIAT ORGANIZATION AREA 
MALINAU DISTRICT 

Yakub Tasin 
yak ub. an/a 76 77@gmail.com 

Graduate program 
open University 

To Achieve Civil Servants who are professional, and moral, Need for 

Implementation Policy about discipline Civil Servants that can be used as 
guidance in e11forcing discipline. The Government Regulation on Civil Servant 

Discipline contains the obligations, restricrions. and disciplinary punishment that 

can be imposed on Civil Servants who have been proven 10 have committed 
violations. The disciplinary punishment is intended to foster a Civil Servant who 

has committed an o.ffense. so that !he person has a disciplined attitude not only of 
time but also work so that the Civil Servant seeks not to repeal and can improve 
himse(( or attitude in the future. In the Government Regulation explicitly 

mentioned there are three types of punishment namelJ· the punishment of mild 
discipline, disciplinary punishment and severe disciplinary punishment thereby 
becoming a limitation of authority for officials who will provide punishment for 
Civil Servants who violate the rules taking into account the background and 

impact of violations which is done and this is also a certainty in imposing 
disciplinary punishment. We lvill continue to socialize and implement Government 

Regulation No. 53 of 2010 to all employees including employee superiors who 
must continue to coach to subordinates hy conducting direct supervision. 

Keywords: Implementation Policy, Employee Discipline, Job Performance. 
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BABIV 

HASIL PEN ELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten 

Malinau 

1. Tugas Bagian Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 40 Tahun 2016 yang 

mengatur tentang tugas dari bagian Organisasi Sekretariat Daerah secara umum 

mempunyai tugas sebagai berikut: 

I. menyiapkan perumusan kebijakan bidang kelembagaan dan analisis 

formasi jabatan, tatalaksana dan akuntabilitas kinerja, pelayanan publik 

dan pembinaan aparatur daerah; 

2. mengkoordinasikan pe\aksanaan tugas dan fungsi bidang kelembagaan dan 

analisis forrnasi jabatan, tatalaksana dan akuntabilitas kinerja, pelayanan 

publik dan pembinaan aparatur daerah; 

3. melakukan pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan 

penyelenggaraan pembinaan teknis di bidang kelembagaan dan analisa 

formasi jabatan, ketatalaksanaan dan akuntabilitas kinerja, pelayanan 

publik dan pembinaan aparatur daerah; 

2. Fungsi Bagian Organisasi 

fungsi : 

Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Malinau menyelenggarakan 

a. Perumusan kebijakan bidang kelembagaan dan analisis fonnasi 

jabatan, tatalaksana dan akuntabilitas kinerja, pelayanan publik dan 

pembinaan aparatur daerah; 

40 
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b. Penyusunan program dan kegiatan bidang kelembagaan dan analisis 

formasi jabatan, tatalaksana dan akuntabilitas kine~ja, pelayanan publik 

dan pembinaan aparatur daerah; 

c. Penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan bidang kelembagaan dan 

analisis formasi jahatan, tatalaksana . dan akuntahilitas kiner:ia, 

pelayanan publik dan pembinaan aparatur daerah; 

d. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pacta bidang 

kelembagaan dan analisis formasi jabatan, tatalaksana dan 

akuntabilitas kiner:ja, pelayanan publik dan pembinaan aparatur daerah; 

e. Pengendalian, evaluasi dan pelapomn pelaksanaan kegiatan bidang 

kelembagaan dan analisis formasi jabatan, tatalaksana dan 

akuntabilitas kinerja, pelayanan publik dan pembinaan aparatur daerah; 

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 
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3. Struktur Bagian Organisasi 

Sekretaris 
Daerah 

As is ten 
As is ten 

Pen-erintahan 
Perekononian 

As is ten 
dan 

dan 
Adrrinistrasi 

Kesejahteraan 
Perrbangunan 

Urrum 
Rakyat 

I 
Kepala Bagian 

Organisasi 

Kasubbag 
Kasubbag 

Kelerrbagaan 
Kasubbag Tata Pelayanan 

Laksana dan R.Jblik dan 
dan Ana lisa 

Akuntabilitas Perrbinaan 
Formasi Kinerja Aparatur 
Jabatan 

Daerah 

4. Iktisar Jabatan dan Uraian Tugas 

t. Kepala Bagian Organisasi 

a. lkhtisar Jabatan 

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah bidang 

organisasi, perencanaan strategis bidang organisasi, penyusunan profil 

kelembagaan, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi, 

koordinasi dan informasi penyelenggaraan sistem dan prosedur, 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan dan analisis 
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fonnasi jabatan, tatalaksanaan dan akuntabilitas kinerja, pelayanan 

publik dan pembinaan aparatur daerah. 

b. Uraian Tugas 

Uraian tugas Kepala Bagian Organisasi terdiri dari beberapa 

uraian tugas sebagai berikut: 

1. Merumuskan program kegiatan pemerintah daerah dibidang 

orgamsas1 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan; 

2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

3. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara 

lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas: 

4. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bagian dilingkungan 

Sekretariat Daerah dan instansi terkait baik secara langsung 

maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi 

serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja 

yang optimal; 

5. Merumuskan program kerja Bagian Organisasi sekretariat daerah 

dibidang kelembagaan dan analisis formasi jabatan, tatalaksana dan 

akuntabilitas kinerja serta pelayanan publik dan pembinaan 

aparatur daerah berdasarkan rencana kerja bagian untuk digunakan 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
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6. Melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjiP) Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau; 

7. Mengkoordinirpelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran 

Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil 

Negara (LHKASN) kabupaten; 

8. Merumuskan bahan penyusunan fasilitasi dan koordinasi bidang 

penataan kelembagaan dan analisis formasi jabatan, tatalaksana 

dan akuntabilitas kinet:ia serta pelayanan publik dan pembinaan 

aparatur daerah; 

9. Melaksanakan pembinaan, pengkajian. fasilitasi, analisis formasi 

jabatan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan 

pola karier Pegawai Negeri Sipil; 

10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian 

yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja; 

11. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 

pengambilan kebijakan~ 

12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 
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2. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan 

a. lkhtisar Jabatan 

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, 

pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang kelembagaan dan 

analisa fonnasi jabatan. 

b. Uraian Tugas 

Uraian tugas dari Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa 

Fonnasi Jabatan yaitu sebagai berikut: 

I. Menyusun program kegiatan Sub Bagian Kelembagaan dan 

Analisa Formasi Jabatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun 

lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasa!ahan dan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

3. Mernbagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya 

dan memberi petunjuklarahan baik secara lisan maupun tertulis 

guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

4. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di bidang 

kelembagaan dan analisa formasi jabatan; 

5. Melaksanakan kegiatan pembinaan kelernbagaan perangkat daerah 

dan analisa formasi jabatan; 

6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
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(SOTK) Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang

undangan yang berlaku~ 

7. Menyiapkan konsep Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, 

Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja pada 

Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan pcraturan perundang

undangan yang berlaku; 

8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian 

yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja; 

9. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 

pengambilan kebijakan; 

l 0. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

3. Kcpala Sub Bagian Tata Laksana dan Akuntabilitas Kincrja 

a. Ikhtisar Jabatan : 

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, 

pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang tatalaksana dan 

akuntabilitas kinerja. 

b. U raian Tugas : 

Uraian tugas dari Sub Tata laksana dan Akuntabilitas Kinerja 

yaitu sebagai berikut: 
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I. Menyusun program kegiatan Sub Bagian Tatalaksana dan 

Akuntabilitas Kinerja berdasarkan hasil kegiatan tahun lalu sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sumber data 

yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan dengan bidang 

tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun 

tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

4. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di bidang 

tatalaksana dan akuntabilitas Kinerja; 

5. Melaksanakan pembinaan tata naskah dinas, pakaian dinas, jam 

kerja, prosedur kerja dan budaya kerja: 

6. Melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjiP) Sekretariat Daerah dan Kabupaten; 

7. Menyiapkan bahan dan rnelaksanakan penyusunan Rencana 

Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah, Standar Operasional 

Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), lndeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM), dan Penetapan Kinerja; 

8. Melaksanakan pengendalian dan monitoring penggunaan tata 

naskah dinas; 
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9. Melakanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melaJui sistem penilaian 

yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja; 

10. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 

pengambilan kebijakan; 

II. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

4. Kepala Sub Bagian Pclayanan Publik dan Pembinaan Aparatur 

Daerah 

a. lkhtisar Jabatan 

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, 

pembinaan dan pengendalian di bidang pelayanan publik dan 

pembinaan aparatur daerah. 

b. Uraian Tugas 

Uraian tugas dari Sub Tata laksana dan Akuntabilitas Kinerja 

yaitu sebagai berikut: 

I. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana 

program Sub Bagian Pelayanan Publik dan Pembinaan Aparatur 

Daerah berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan; 
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2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian pennasalahan dan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

3. Membagi tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua 

pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik~ 

4. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di bidang pelayanan 

publik dan pembinaan aparatur daerah; 

5. Melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan pembinaan aparatur 

daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

6. Melaksanakan penyusunan laporan kine~ja bidang pelayanan publik 

dan pembinaan aparatur daerah; 

7. Membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas Sub Bagian 

Pelayanan Publik dan Pembinaan Aparatur Daerah berdasarkan tugas 

agar kegiatan terlaksana sesuai program; 

8. Memeriksa hasil pekerjaan dan memberikan pengarahanlpembinaan 

sub bagian Pelayanan Publik dan Pembinaan Aparatur Daerah 

berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas; 

9. Melakukan pcngumpulan dan penyiapan bahan koordinasi pembinaan 

dan pengendalian Sub bagian Pelayanan Publik dan Pembinaan 

Aparatur Daerah; 

1 0. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara 

memberikan pengarahan dan pembinaan sesuaJ dengan 

peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai; 
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II. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya 

untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang 

dihadapi, serta upaya penyelesaian masalahnya; 

12. Menyiapkan bahan penilaian kinerja pelayanan publik; 

13. Melaksanakan penyusunan laporan Pengawasan Melekat (Waskat); 

14. Melaksanakan pcngumpulan!penyusunan Laporan Harta Kekayaan 

Penyclenggaran Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan 

Aparatur Sipil Negara(LHKASN) Kabupaten; 

15. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan serta hasil pelaksanaan 

tugas kedinasan lainnya kepada atasan sesuai dengan sumber data yang 

ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan 

sebagai bahan masukan atasan; 

16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik 

secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas dan melaporkan kepada pimpinan. 

5. Somber Daya Aparatur Bagian Organisasi. 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, I3agian Organisasi 

Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau berusaha dan terus meningkatkan SDM 

yang profesional agar mampu bekerja secara optimal dengan keahlian yang 

dimilikinya, memiliki kreativitas yang tinggi, memiliki etas kerja dan disiplin 

yang tinggi sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan 

bertanggung jawab, memiliki kreatifitas dan mampu berinovasi, proaktif dalam 

melaksanakan pekerjaanagar mampu meningkatkan kapabilitas organisasi, 

responsivitas yang tinggi sesuai dengan tuntutan jaman untuk mampu bekerja 
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dengan baik sebagai tuntutan pelayanan publik yang berkualitas dan prima demi 

terwujudnya kepuasan masyarakat sebagai penerima pelayanan dari pemerintah. 

a. Nama Pegawai dan Jabatan 

Untuk lebih lebih jelasnya penulis akan memaparkan daftar nama pegawai 

pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. 

Tabel. 4.1 

Nama Pegawai dan Jabatan 

NO NAMA JABATAN 
I. Fureng Elisa Mou, SE, M.Si Kabag Organisasi 

2. Yakub Tasin, SH Kasubag Tata Laksana dan 
Akuntabilitas Kinerja 

3. Samuel lbau, SH Kasubag Kelembagaan dan 

Analisa Jabatan 

4. Suhamingsih, SE Kasubag Pelayanan Publik dan 

~ .. Pembinaan Aparatur Daerah 

' 5. David lndera, SE Staf (PNS) ·-

6. Sarinah Juniarsih, SE Staf (PNS) 

7. Farwan, SE Staf (PNS) 

8. Mursadiq, S.Sos Staf (PNS) 
--

9. Josdar, S.Sos Staf (PNS) 
·-

10. Marjoni Martinus, A.Md Staf (PNS) 

II. Meidi Staf (PNS) 

12. Septi Juani Alung Staf (PNS) 

13. Muhammad Fadlin Staf (PNS) 

14 Siprianus Silli Ola Staf (Honorer) 

Sumber Data: Bagran Orgamsas1 (20 18) 

Dari tabel diatas, jumlah pegawai di Kantor Bagian Organisasi sebanyak 

14 orang pegawai. 

b. Golongan dan Tingkat Pendidikan 

Golongan dan tingkat pendidikan pegawm pada bagian Organisasi 

bervariasi dari Golongan [I hingga Golongan IV dari tingkat pendidikan SMA 
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sampai pendidikan Pascasarjana (S2). Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel 

berikut. 

Tabel. 4.2 

Golongan dan Tingkat Pendidikan 

-

SARJANA I DIPLOMA 

·-

GOLONGAN PASCA 
SLTA PNS SARJANA 

IV I - - -
Ill 8 - -. -
II - - I 3 
Honorer I 
Jumlah I 8 2 3 

Sumber Data: Bagwn Orgamsas1 (2018) 

Pada tahun 2018 pegawai pada Bagian organisasi berjumlah 14 orang 

dengan dimulai dari golongan IV berjumlah I Orang, Golongan III berjumlah 8 

orang, golongan II berjumlah 4 orang dan pegawai honorer 1 orang. Tingkat 

pendidikan Pascasarjana berjumlah 1 orang, Sarjana berjumlah 8, pcndidikan 

diploma 2 orang dan pendidikan SLTA berjumlah 3 orang pegawai. 

c. Kualifikasi Pegawai berdasarkan Jurusan Pendidikan 

Penulis akan memaparkan kualiflkasi pegawai berdasarkan jurusan 

pendikan pegawai. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut. 

Tabel.4.3 

Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Jurusan Pendidikan 

No Jurusan Pendidikan Jumlah 

I. Pasca Sarjana Administrasi Pemerintah Daerah I orang 

2. Sarjana Hukum 2 orang 

3. Sarjana Sosial Politik (IImu Pemerintahan) 2 orang 

4. Sarjana Ekonomi 4orang 

5. D-3 Manajemen Infonnatika I orang 

6. D-3 Akuntansi I orang 
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7. SLTA Urnurn 2 orang 

8. SMK Kejuruan I orang 

TOTAL 14 orang 
Sumber Data: Bagian Orga--n-cts_a_sc-t-,(2cc0cclc;8;-:)---------"----·------=----

Dari tabel diatas, dapat tcrlihat bahwa secara kuantitas personil Bagian 

Organisasi sudah mencukupi dan secara kualitas sudah baik yang mana jumlah 

pega\vai yang ada kebanyakan merupakan Julusan Perguruan Tinggi. yang 

diharapkan mampu berkontibusi meningkatkan kinerja Bagian Organisasi 

Sekretariat Kabupaten Malinau kearah yang lebih baik dan profesional dalam 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. 

6. Visi dan Misi Bagian Organisasi 

Dalam sebuah organisasi harus memiliki visi dan misi sebagai sasaran 

dan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi serta bagaimana strategi untuk 

mewujudkan visi tersebut. 

a. Visi Bagian Organisasi 

Visi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah pad a tahun 2017-2021 

yaitu "Terwujudnya Peran Ke/emhagaan yang Efektif dan E}tsien, Pelayanan 

Administrasi yang Tertih, Cepat dan Lancar serta terciptanya Disiplin dan Etos 

Kerja PNSyang Baik menuju "Good Governance". 

Arti dan makna dari visi tersebut adalah: 

• Terwujudnya pcran Kelembagaan yang efektif dan efisien 

dimaknai sebagai perwujudan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat 

ukuran yang selalu didukung dengan adanya peningkatan kompetensi 

Sumber Daya Aparatur. 
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• Pelayanan Administrasi yang Tertib, Cepat dan Lancar adalah 

mewujudkan tertib administrasi dokumen penyelenggaraan 

pemerintah, cepat dan persetase dokumen penyelenggaraan 

pemerintahan yang disusun tepat waktu. 

• Disiplin dan Etos Kerja PNS yang baik merupakan suatu pola kerja 

yang mengutamakan kedisiplinan tingkat tinggi baik dilingkungan 

kerja maupun di luar lingkungan kerja dengan di dukung oleh 

semangat Etos Ke~ja yang tinggi pula sehingga pada akhimya akan 

mewujudkan suatu pe!ayanan pnma bagi masyarakat "Good 

Governance". 

b. Misi Bagian Organisasi 

Untuk mewujudkan visi tersebut, ada beberapa misi yang akan dilakukan 

untuk mewujudkan visi tersebut diantaranya: 

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur melalui Sistem Penilaian 

Penerapan Kinerja, Anal isis Jabatan, Syarat Jabatan dan peningkatan 

kapasitas Sumber Daya Aparatur; 

2. Meningkatkan kinerja administrasi dan penataan dan evaluasi 

lembaga perangkat daerah yang mampu menunJang pclaksanaan 

tugas pokok Pemerintah Kabupaten Malinau; 

3. Melaksanakan manajemen pcmerintahan melalui pcmbenahan sistem 

perencanaan dan pelaporan serta standarisasi pelayanan; 

4. Meningkatkan kualitas ketatalaksanaan penyelenggaraan pemerintah. 
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S. Melakukan pembinaan kepada Aparatur Sipil Negara dalam rangka 

meningkatkan kinerja demi mewujudkan pelayanan publik yang 

berkualitas dan prima. 

B. Hasil dan Pembahasan. 

1. Implernentasi Kebijakan Disiplin Pegawai Ncgeri Sipil Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nornor 53 Tahun 2010. 

Penyajian data ini merupakan persentasi deskripsi dari data yang 

dikumpulkan setelah melalui suatu analisis seperti proses penyederhanaan agar 

mudah dipahami dan sistematis. Dalam pengumpulan data, penulis secara 

langsung melakukan penelitian kelapangan dengan menggunakan metode 

Wawancara, Observasi dan Penelitian Dokumen. 

Sesuai dengan fokus penelitian dalam penulisan tcsis ini, yang digunakan 

sebagai pedoman dalam melakukan penelitian agar lcbih terarah dan tidak bias 

pada hal lain diluar konteks dari fokus penelitian. 

a. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Untuk Masuk Kerja dan Menaati 

Ketentuan Jam Kerja 

Salah satu kewajiban dari PNS dalam melaksanakan tugasnya seperti yang 

diatur dalam PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah 

kewajiban untuk masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Peraturan ini 

berlaku bagi seluruh PNS yang berada diwilayah NKRI untuk melaksanakan 

peraturan tersebut, hal ini bertujuan untuk mengatur jam kerja PNS agar dalam 

pelaksanaan tugasnya memiliki jam kerja yang jelas dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai aparatur negara dan pclayan bagi masyarakat. 
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Penerapan disiplin di Kabupaten Malinau diatur dalam peraturan Bupati, 

hal m1 sebagai bentuk komitmen dan keseriusan Pemerintah Daerah untuk 

meningkatkan kinerja pegawa1, pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

diharapkan dapat melaksanakan ketentuan jam kerja yang sudah diatur agar 

dihasilkan pegawai yang disiplin, berkinerja baik serta bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai aparatur negara. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nornor 61 Tahun 2017 tentang 

Disiplin Kerja dan Sanksi Bagi Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Malinau. Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara diatur sebagai 

berikut. 

a. Jam kerja sebagai berikut: 

1. Jam kerja hari Senin s/d Kamis mulai pukul 07.30 wite s/d puku! 

16.00 wite. 

2. Jam kerja hari Jumat mulai pukul 07.30 wite s/d pukul 11.30 wite. 

b. Ketentuan Jam istirahat 

1. Hari Senin s/d Kamis mulai pukul12.00 wite s/d 13.00 wite 

2. Hari Jumat tidak ada jam istirahat dan !angsung pulang pada puku! 

11.30 wite. 

c. Pelaksanaan daftar hadir kerja pegawai diatur dengan me!akukan sidik 

jari (Finger Print) dan absen manual. 

I . Ketentuan jam sidik jari diatur sebagai berikut: 

a) Hari Senin s/d Kamis 

I) jam 06.45 s/d 07.30 wite Gam masuk kerja) 

2) jam 16.00 s/d 17.00 wite Gam pulang kerja) 
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Sebelum diterbitkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 61 Tahun 2017 

tentang Disiplin Kerja dan Sanksi Bagi Aparatur Negara di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Malinau, menggunakan Peraturan Bupati Malinau Nomor 

38 lahun 2008 Tentang Penegakan Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dan 

Penegakan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Malinau. 

Sejak tahun 2015 peralihan penggunaan sidik jari dari sistcm sidik jari 

(Finger Prin)t secara terpusat yang dahulu di kelola oleh Bagian Organisasi yang 

mengurus urusan Absensi pegawai pada seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Malinau beralih ke penggunaan Finger print yang di kelola oleh 

masing-masing olch SKPD. Dimana SKPD diberikan hak untuk mengelolah 

presens1 dengan menunjuk pegawai sebagai admin yang menangani sidik jari 

SKPD. 

Penerapan Sidik Jari pegawai pada Bagian Organisasi dengan admin 

dikelola oleh masing-masing SKPD dilakukan sejak tahun 2015 sesuai dengan 

surat edaran Sekretaris Daerah yaitu sebagai berikut: 

1. Surat Edaran Plh Sekretaris Daerah tanggal 24 Juni 2015, Nomor 

060/90/0rg tentang petunjuk teknis pelaksanaan presens1 

menggunakan mcsin sidik jari (Finger Print) dilingkungan Pemerintah 

Kabupaten Malinau. 
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2. Surat Edaran Plh Sekretaris Daerah tanggal 10 Agustus 2015, Nomor 

0601191/0rg tentang ketentuan presensi masuk kerja dan pulang kerja 

dan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan presensi. 

Tujuan dilakukan penerapan sidik jari bertujuan untuk penegakan disiplin 

pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau dengan tujuan 

diantaranya: 

a. membina para ASN untuk selalu mentaati ketentuanjam kerja; 

b. meningkatkan kinerja, kualitas produktifitas kerja dan disiplin baik 

dalam pelaksanaan tugas maupun hidup berrnasyarakat, berorganisasi, 

berbangsa dan bernegara; 

c. meningkatkan kualitas ke~ja dan perilaku ASN yang profesionalisme 

dan bertangung jawab; 

d. meningkatkan citra dan Kinerja ASN/ Menjaga martabat dan 

kewibawaan sebagai Pegawai ASN; dan 

e. memenuhi pencapaian kewajiban sesuai aturan bagi ASN. 

Sasaran Penegakan Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara untuk menaati 

ketentuanjam kerja yang telah diatur, memiliki sasaran sebagai berikut: 

a. terwujudnya peningkatan disiplin bagi ASN di Lingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau baik pegawai Struktural 

maupun Fungsional; 

b. terselenggaranya tambahan tugas pokok dan fungsi secara maksimal; 

c. terlaksananya pemberian sanksi kepada ASN yang melanggar 

ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan 

Pemotongan tambahan penghasilan; 
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d. meningkatkan efesiensi dan efektifitas kerja sesua1 dengan tupoksi 

masing-masing. 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul lmplementasi 

kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pernerintah 

Nomor 53 Tahun 2010 pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten 

Malinau. 

Penulis merupakan pegawai pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 

Kabupaten Malinau, sehingga sangat membantu pcnulis dalam melakukan 

pengumpulan data dan dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan analisa yang 

berkaitan dengan judul dari tesis yang diangkat, penulls sccara [angsung terjun 

kelapangan dalam melakukan penelitian dengan melakukan \\'awancara, 

observasi, pengumpulan data dokumen agar data yang dipcroleh valid dan dapat 

dipcrtanggungjawabkan. 

Data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan analisa data 

menggunakan data dari bulan September 2017 hingga saat ini scbagai dasar data 

yang dituangkan dalam penulisan tesis ini. Salah satu tugas Bagian Organisasi 

yang melekat pada jabatan Kasubag Pelayanan Publik dan Pembinaan Aparatur 

Daerah melakukan penegakan, pengawasan dan pembinaan disiplin pegawai di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau. 

Untuk mengetahui bagaimana kehadiran pegawai pada Bagian Organisasi 

dalam melaksanakan kewajiban untuk masuk kerja dan menaati ketentuan jam 

kerja, Penulis melakukan wawancara kepada lbu Suhamingsih,SE selaku 
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Kasubbag Pelayanan Publik dan Pembinaan Aparatur Daerah dimana beliau 

mengatakan: 

"Tingkat kehadiran pegawai dalam melaksanakan kewajiban masuk kerja 
dan menaati ketentuan jam kerja cukup baik, hal ini bisa kita lihat sendiri 
kondisi riil di kantor bagaimana pegawai senantiasa ada melaksanakan 
tugasnya, disamping itu sesuai dengan arahan pimpinan berjenjang juga 
disampaikan kepada pegawai untuk senantiasa melaksanakan kewajiban 
tersebut. Hal ini dilakukan agar pegawai Bagian Organisasi dapat 
memberikan contoh disiplin kepada pegawai lainnya untuk meningkatkan 
disiplin masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja karena Bagian 
Organisasi merupakan motor atau pilot project disiplin bagi pegawai di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau". (Wawancara, 12 Maret 
2018) 

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan pertanyaan yang sama 

kepada Bapak Samuel Ibau, SH selaku Kasubbag Kelembagaan dan Analisis 

Formasi Jabatan, hal senada juga disampaikan dimana beliau mengatakan: 
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"Tingkat kehadiran pegawai Negeri Sipil dalarn rnelaksanakan kewajiban 
masuk: kerja dan menaati ketentuan jam kerja dapat dikatakan baik, dapat 
kita lihat sendiri keadaan atau kondisi di kantor bagaimana pegawai 
Negeri Sipil setia melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas mereka 
masing-masing, disamping itu sesuai dengan arahan pimpinan berjenjang 
juga disampaikan kepada pegawai untuk senantiasa melaksanakan 
kewajiban tersebut. Hal ini dilakukan agar pegawai Negeri Sipil pada 
Bagian Organisasi dapat memberikan contoh teladan tentang disiplin 
kepada pegawai lainnya untuk meningkatkan disiplin masuk kerja dan 
menaati ketentuan jam kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Malinau". (Wawancara, 12 Maret 2018) 

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan pertanyaan yang juga 

sama kepada Bapak Fureng Elisa Mou selaku Kepala Bagian Organisasi 

Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau, hal senada juga disampaikan oleh beliau 

dimana beliau mengatakan: 
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"masuk kerja dan menaati ketenluan jam kerja merupakan kewajiban 
yang harus dilaksanakan oleh pegawai di Kabupaten Malinat4 secara 
khusus bagi pegawai di Bagian Organisasi sejak saya memimpin selama 
6 tahun ini saya menerapkan dan mendok:trin agar pegawai untuk 
senantiasa masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, serta 
memotivasi pegawai Bagian Organisasi untuk memberikan contoh 
kepada pegawai lainnya dalam hal kedisiplinan hal ini dilakukan karena 
Bagian Organisasi salah satu fungsinya adalah pembinaan dan penegakan 
disiplin pegawai pada Pemerintahan Daerah Malinau". (Wawancara, 12 
Maret 2018) 

Tingkat disiplin PNS pada Bagian Organisasi bukanlah hal yang baru, 

karena Landing Sektor untuk penegakan disiplin pegawai menjadi tanggungjawab 

dari Bagian Organisasi untuk melakukan pembinaan disiplin kepada pegawai di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau. Pegawai Bagian Organisasi dituntut 

untuk menjadi contoh atau teladan bagi pegawai SKPD lain. 

43684.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



63 

Salah satu tugas dan fungsi dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 

yaitu melakukan peningkatan, pengawasan dan pembinaan disiplin pegawai di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau hal 1m dilakukan dengan 

memberikan sosialisasi dan membuat peraturan disiplin pegawai serta terlibat 

dalam pertimbangan pemberian sanksi bagi PNS yang melanggar ketentuan 

disiplin sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Disamping menggunakan presensi Sidik Jari (Finger Print), guna 

penegakan disiplin pegawai di Kabupaten Malinau juga dilakukan presensi 

manual dalam melaksanakan tugas agar menaati ketentuan jam kerja sesuai 

dengan edaran Sekretaris Daerah tanggal 1 April 2015 Nomor 060/45/0rg tentang 

Tertib Absen Kerja sebagai berikut: 

1. daftar hadir masuk kerja jam 07.30 wite dilakukan ketika pegawa1 

masuk kerja pada pagi hari, dilakukan dengan memaraf sesuai dengan 

nama pegawai yang bersangkutan. 

2. memarafabsen kerjajam sebelum istirahat padajam 12.00 wite. 

3. memaraf daftar hadir absen kerja kembali masuk kerja pada jam 12.00 

wite. 

4. memaraf daftar hadir absen kerja saat jam pulang kerja yang dilakukan 

pada jam 16.00 wite. 

Tujuan di\akukan presensi manual bertujuan untuk mengawasi keberadaan 

pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah tanpa terkecuali pada Bagian 

Organisasi, pimpinan secara berjenjang melakukan pengawasan dan pembinaan 

kepada stafnya untuk senantiasa memperhatikan kehadiran pada jam kerja dan 
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memaraf presensi pada jam kerja yang telah diatur dalam absen kerja Bagian 

Organisasi. 

Jumlah pegawai pada bagian Organisasi berjumlah 14 orang, dengan 

tingkat disiplin yang cukup baik, namun ada 1 (satu) pegawai yang beberapa kali 

tidak menaati ketentuan jam kerja dimana pegawai terscbut sebagai staf dari 

penulis sendiri, pelanggaran yang dilakukan diantaranya datang terlambat, pulang 

istirahat sebelum waktunya dan terlambat rnasuk kerja setelah jam istirahat. 

Penulis telah melakukan pemanggilan kepada pegawai tersebut dalam 

rangka melakukan teguran dan pembinaan sebagai atasan Jangsung kepada 

pegawai yang bersangkutan, pembinaan yang dilakukan dengan melakukan 

pemanggilan secara lisan untuk mengetahui permasalahan dan memberikan 

nasihat untuk memprioritaskan tugas dan kewajibannya sebagai pegavvai negeri 

sipil. Dari hasil pemanggilan kepada pegawai tersebut penyebab utama dari 

pegawai tersebut sering kali melanggar ketentuan jam kerja disebabkan karena 

masalah mengurus anak karena harus berbagi waktu dengan istri untuk menjaga 

dan merawat anak, karena istri yang bersangkutan juga bekerja sebagai PNS. 

Teguran atau pun pembinaan yang dilakukan kepada pegawai tersebut disertai 

dengan bukti berita acara pemanggilan kepada pegawai yang bersangkutan. 

Secara teori dimanapun kita berada ketika kita hidup berkelompok, 

bermasyarakat, atau bekerja dimana pun baik sektor swasta maupun bekerja 

disektor birokrasi atau dimanapun kita bekerja tentunya memiliki aturan yang 

harus dipatuhi tennasuk tentang ketentuan yang mengatur jam masuk kerja dan 
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menaati ketentuan kerja hal tersebut dilakukan agar terjadi keteraturan dan tujuan 

dapat terwujud. 

Jika kita melakukan perbandingan disiplin pada perusahaan swasta dengan 

bekerja dilingkungan pemerintahan, maka kita akan menernukan perbedaan yang 

cukup signifikan, kita melihat pegawai swasta lebih disiplin dan menghargai 

waktu untuk bekerja dengan profesional bertanggung jawab demi mencapai target 

dari perusahaan tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa budaya atau etos kerja 

pegawai swasta lebih baik hal tersebut juga karena didukung dengan sanksi yang 

jelas dan tegas contohnya ketika pegawai terlambat masuk kerja/ datang terlambat 

maka akan diberikan sanksi pemotongan gaji, atau mendapat teguran langsung 

dari atasannya, jika tidak masuk kerja dalam beberapa hari tanpa alasan yang jelas 

dapat dikenakan sanksi pemecatan sebagai karyawan. 

Namun hal berbeda jika kita melihat gambaran dari kinerja PNS di 

Indonesia yang memiliki imej atau penilaian negatif dari masyarakat seperti, 

pegawai yang tidak disiplin, pegawai yang sering melanggar aturan, pegawai yang 

bermalas-malasan, tidak produktif, SDM yang rendah, pelayanan yang lam bat dan 

bertele-tele dengan hasil pelayanan yang tidak memuaskan. 

Untuk itu kita selaku PNS dituntut untuk dapat merubah stigma dan 

pandangan negatif terse but dimulai dengan diri sendiri untuk merubah kebiasaan 

atau karakter dari pegawai yang kurang baik salah satunya dengan cara 

meningkatkan disiplin pegawai, hal ini berpengaruh pada kinerja pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya jika PNS disiplin maka akan berpengaruh pada 
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produktititas dan semangat kerja dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan 

bagi masyarakat. 

Bagi seorang Pegawai Negeri Sipil kedisiplinan harus menjadi acuan 

hidupnya. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang semakin tinggi 

membutuhkan aparatur yang bersih, berwibawa, dan berdisiplin tinggi dalam 

menjalankan tugas. Sikap dan perilaku seorang PNS dapat dijadikan panutan atau 

keteladanan bagi PNS di lingkungannya dan masyarakat pada umumnya. 

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari harus mampu mengendalikan diri 

sehingga irama dan suasana kerja berjalan harmonis, Bagi aparatur pemerintah, 

disiplin mencakup unsur-unsur ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam 

menjalankan tugas dan kesanggupan berkorban. Hal ini berarti kita harus 

mengorbankan kepentingan pribadi dan golongan untuk kepentingan negara dan 

masyarakat. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang 

mengatur mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak 

ditaati atau Jarangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil. Disiplin yang datang 

dari diri sendiri adalah disiplin yang berdasarkan atas kesadaran individu sendiri 

dan bersifat spontan. Disiplin ini merupakan disiplin yang sangat diharapkan oleh 

suatu organisasi karena disiplin ini tidak memerlukan perintah atau teguran 

langsung. 

Disiplin berdasarkan perintah yakni dijalankan karena adanya sanksi atau 

ancaman hukuman. Dengan demikian orang yang melaksanakan disiplin ini 

karena takut terkena sanksi atau hukuman, sehingga disiplin dianggap sebagai a!at 

untuk menuntut pelaksanaan tanggung jawab. Pembentukan disiplin pegawai 
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dapat dilaksanakan melalui dua cara, yaitu melalui pengembangan disiplin pribadi 

atau pengembangan disiptin yang datang dari individu serta melalui penerapan 

tindakan disiplin yang ketat, artinya bagi seorang pegawai yang indisipliner akan 

dikenai hukuman atau sanksi sesuai dengan tingkatan kesalahan. 

Seorang pegawai yang sadar akan tugas dan tanggung jawabnya tentu akan 

menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan menjauhi larangan -

larangan yang akan menurunkan kredibilitasnya. Sebagai seorang PNS tcntu harus 

mampu menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya. 

b. Sanksi Pelanggaran terhadap Pegawai Negeri Sipil jika tidak 

Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja 

Hukuman terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang 

tidak melakukan kewaj iban dan melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, dianggap telah melakukan 

pelanggaran disiplin PNS dan tentu saja harus mendapatkan hukuman 

disiplin.Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik 

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Karena itu setiap 

pejabat yang berwenang menghukum sebelum menjatuhkan hukuman disiplin 

harus memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran 

disiplin. 

Terhadap PNS yang disangka me!akukan pelanggaran disiplin diadakan 

pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah PNS yang 

bersangkutan benar telah melakukan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan juga 

bertujuan untuk mengetahui Jatar belakang serta hal-hal yang mendorong 

pelanggaran disiplin terse but. 
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Pelanggaran disiplin itu sendiri adalah setiap ucapan, tulisan, atau 

perbuatan PNS yang melanggar ketentuan peraturan disiplin PNS, baik di dalam 

maupun di luar jam kerja. PNS dinyatakan melanggar peraturan disiplin apabila 

dengan ucapan, tulisan, dan atau perbuatannya tersebut secara sah terbukti 

melanggar ketentuan rnengenai kewajiban dan atau larangan bagi PNS. 

Ucapan adalah sctiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat 

didengar oleh orang lain seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, 

radio, televisi, rekaman, atau alat komunikasi lainnya.Sedangkan tulisan 

merupakan pemyataan pikiran dan atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk 

tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan dan lain-lain yang serupa 

dengan itu. Menurut Edward III da!am teorinya tentang implementasi ada 4 hal 

yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan yang dikaitkan 

dengan judul tesis dari peneliti tentang Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil bcrdasarkan PP 53 Tahun 2010 pada Bagian Organisasi Sekretariat 

Daerah Kabupaten Malinau diantaranya: 

l. Communication (Komunikasi) akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran 

dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang 

bertanggungjawab dalam pcncapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan 

tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat. 

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks 

dan rumit. Seseorang bisa mcnahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau 

menyebarluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga 

akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan 

efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus 
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mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi 

kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas 

dan akurat mengenahi maksud dan tujuan kebijakan. Dari penjelasan diatas 

peneliti berpendapat bahwa dalam sebuah organisasi diper\ukan sebuah 

hubungan komunikasi yang baik antara individu dan perorangan yang berada 

dalam suaiu unit kerja, dari pimpinan kepada bawahannya dan sebaliknya. 

Kaitannya dengan implementasi dari Implementasi Kebijakan Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP 53 Tahun 2010 pada Bagian Organisasi 

Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau yaitu perlu dilakukan sosialisasi dan 

komunikasi kepada pegawai terhadap ketentuan peraturan tersebut agar 

diketahui oleh pegawai serta dapat dilaksanakan dalam pelaksanaan tugasnya, 

hal ini guna meningkatkan kinerja pegawai dan menghindarkan pegawai dari 

sanksi yang telah diatur sesuai ketentuan yang berlaku. Komunikasi dalam 

sebuah organisasi haruslah menjadi budaya yang dilakukan secara kontiniu 

dan berkelanjutan agar tujuan dalam organisasi apat terwujud sesuai dengan 

visi sebuah organisasi. 

2. Resources (Sumber daya) sumber daya dalam implementasi kebijakan 

memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif 

bilamana sumber·sumber pendukungnya tidak tersedia diantaranya: 

c. staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan 

keterampilan untuk melaksanakan kebijakan. 

d. informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi 

e. dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan. 

f. wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan. 
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Dari penjelasan diatas, peneliti memiliki pendapat bahwa dalam sebuah 

organisasi agar dapat berjalan dengan baik harus didukung dengan sumber daya 

yang baik dan memadai agar tujuan dapat tercapai diantaranya dukungan dari staf 

atau bawahan skill dan kemampuan SDM pegawai senantiasa dilakukan 

peningkatan dengan berbagai cara guna menghasilkan sumberda daya yang 

memadai. disamping itu juga diberikan sanksi yang tegas jika mclanggar 

ketentuan kerja hal ini dilakukan guna memberikan pembinaan kepada pegawai 

agar dalam pelaksanaan tugasnya dapat berjalan dengan baik. Dengan harapan 

dihasilkan pegawai pada bagian organisasi yang memiliki sumber daya yang 

tinggi dan memadai dengan tingkat disiplin serta etos kerja yang tinggi, disiplin, 

bertanggung jawab serta dapat memberikan pelayanan yang maksimal dalam 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. 

3. Dispotition or Artitude (Sikap) sebuah kebijakan yang diterapkan akan 

mempengaruhi sikap dan prilaku pegawai dalam organisasi hal ini memiliki 

pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan sebuah organisasi. Dengan 

diterapkan PP 53 Tahun 2010 maka jelas mempengaruhi sikap dan prilaku 

pegawai dari tidak disiplin menjadi disiplin hal ini dimaknai bahwa akan ada 

perubahan sikap dan prilaku pegawai dengan ada peraturan tersebut. jika ada 

pegawai yang melanggar disiplin pegawai maka akan diberikan sanksi kepada 

yang bersangkutan. Dari pengamatan peneliti secara tangsung dilapangan 

dengan terus dilakukan sosialisasi dan disampaikan dalam setiap pertemuan 

kepada pegawai tentang pelaksanaan disiplin pegawai dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsinya, muncu\ kesadaran dari pegawai untuk mentaati ketentuan 

jam kerja dan melaksanakan ketantuan jam kerja, dari pegawai yang malas 
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menjadi raj in, pegawai yang tidak produktif menjadi produktif hal ini dampak 

dari sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau 

dalam rangka meningkat pembinaan dan pengawasan kepada pegawai. 

Bureaucratic structure (struktur birokrasi) hal ini menggambarkan pola 

hubungan dan mekanisme dalam sebuah organisasi hubungan antar organisasi 

lainnya. Bagian Organisasi Sekrctariat Pemerintah Daerah sebagai penggerak agar 

pegawai pacta Pemerintahan Daerah dapat menerapkan disiplin pegawai dalam 

pelaksanaan tugasnya bekerja sama dengan OPD lain untuk bersama- sama 

melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pegawai pacta OPD masing

masing hal tergambar dari kerja sama pembentukan Tim Pembinaan dan 

penegakan disiplin Pegawai, serta proses dan mekanisme lainnya yang dilakukan 

dalam rangka pembinaan dan penegakan disiplin pegawai di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Malinau. 

Dalam PP 53 Tahun 2010 telah diatur dengan jelas tentang tingkat dan 

jenis hukuman disiplin pegawai jika tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam 

kerja yang terdiri dari: 

Tingkat hukuman dan jenis disiplin yang diberikan kepada pegawai negeri 

sipil terdiri dari: 

I. Hukuman Disiplin Ringan 

jenis hukuman untuk pcgawai yang melanggar disiplin ringan yaitu: 

a. TeguranLisan 

teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 

seiama 5 (lima) hari kerja. 

b. Teguran Tertulis 
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teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 

selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja. 

c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis 

pemyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja 

tanpa alasan yang sah selama II (sebelas) sampai dengan 15 (lima betas) 

hari kerja. 

2. Hukuman Disiplin Sedang 

Jenis hukuman untuk pegawai yang melanggar disiplin sedang yaitu: 

a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama I (satu) Tahun 

penundaan kenaikan gaji berkala selama I (satu) tahun bagi PNS yang 

tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai 

dengan 20 (dua puluh) hari kerja. 

b. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun 

penundaan kenaikan pangkat selama I (satu) tahun bagi PNS yang tidak 

masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai 

dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja. 

c. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun 

penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama I (satu) tahun bagi PNS 

yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah se\ama 26 (dua puluh enam) 

sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja. 

3. Hukuman Disiplin Berat 

Jenis hukuman untuk pegawai yang melanggar disiplin berat yaitu: 

a. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Se\ama 3 (tiga) Tahun 
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penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS 

yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) 

sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja. 

b. Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah 

pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi 

PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang 

tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) 

sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja. 

c. Pembebasan Dari Jabatan 

pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural 

ataufungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alas an yang sah 

selama 4l(empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari 

kerja. 

d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas pennintaan Sendiri sebagai PNS 

e. Pemberhentiantidak dengan hormat sebagai PNS. 

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau 

pemberhentian tidak dengan honnat sebagai PNS bagi PNS yang tidak 

masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari 

kerja atau lebih. 

Untuk mengetahui bagaimana sanksi yang diberikan kepada pegawai jika 

melanggar kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Malinau secara khusus pada Bagian Organisasi Sekretariat 

Daerah. untuk itu, penulis melakukan wawancara kepada Ibu Suharningsih,SE 
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selaku Kasubbag Pelayanan Publik dan Pembinaan Aparatur Daerah, dimana 

beliau mengatakan: 

"Sanksi disiplin kepada pegawai di Kabupaten Malinau diatur dalarn 
Peraturan Bupati Malinau No. 61 Tahun 2017 Tentang Disiplin Kerja dan 
Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Malinau yang merupakan turunan atau jabaran lebih rinci dari PP 53 tahun 
2010. Selain sanksi/hukuman yang diatur dalam PP 53 tahun 2010 tentang 
hukuman ringan, hukuman sedang, dan hukuman berat juga diberikan 
sanksi pemotongan tunjangan berdasarkan komponen beban kerja dan 
prestasi kerja hal tersebut dilakukan guna agar pegawai senantiasa disiplin 
dalam melaksanal~an tugasnya" (Wawanc~ 12 Maret 2018). 

Penulis melakukan wawancara selanjutnya kepada Bapak Samuel Ibau, SH 

selaku Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Forrnasi Jabatan, dimana Bapak 

Samuel Ibau, SH mengatakan: 
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"Pemberian Sanksi disiplin kepada pegawai Negeri Sipil di Kabupaten 
Malinau diatur dalam Peraturan Bupati Malinau No. 61 Tahun 2017 
Tentang Disiplin Kerja dan Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau yang merupakan 
turunan dari PP 53 tahun 2010. Selain sanksi/hukuman yang diatur dalam 
PP 53 tahun 2010 tentang huk:uman ringan, huk:uman sedang, dan 
hukuman berat juga diberikan sanksi pemotongan tunjangan berdasarkan 
komponen beban kerja dan prestasi kerja hal tersebut dilakukan guna 
agar pegawai senantiasa disiplin dalam melaksanakan tugas-tugasnya" 
(Wawancara, 12 Maret 2018). 

Pendapat dan penjelasan yang lebih jelas dan singkat disampaikan oleh 

Bapak Fureng Elisa Mou,SE,M.Si Selaku KepaJa Bagian Organisasi Sekretariat 

Daerah Kabupaten Malin;m, be1iau mengatakan: 
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"Huk:uman atau Sanksi bagi pegawai yang tidak masuk: kerja dan tidak 
menaati ketentuan jam ketja dikenakan sanksi kepada pegawai yang 
bersangkutan kemudian dilihat dari tingkat dan jenis pelanggaran 
pegawai yang bersangkutan dan hukuman sanksi pemotongan tunjangan 
sesuai dengan Peraturan Bupati Malinau No. 61 Tahun 2017". 
(Wawancara, 12 Maret 2018) 

Pemerintah Kabupaten Malinau senus dan komitmen dalam 

meningkatkan disiplin pegawai, hal ini dilihat dari regulasi PeraturanBupati yang 

telah ditetapkan, Peraturan Bupati Malinau No 61 Tahun 2017 tentang Disiplin 

Ketja dan Sanksi Bagi Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Malinau, merupakan perubahan dari Peraturan Bupati Malinau Nomor 38 Tahun 

2008 Tentang Penegakan Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penegakan 

Pegawai Tidak Tetap (PIT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau. 

Keseriusan tersebut juga dilakukan dengan surat edaran kepada setiap Organisasi 
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Perangkat Daerah (OPD), disampaikan dalam setiap pertemuan atau pada ape! 

pagi untuk senantiasa meningkatkan kehadiran kerja pegawai sesuai dengan 

ketentuan jam kerja, dan disamping itu juga disampaikan kepada pimpinan secara 

berjenjang untuk melakukan pembinaan dan memberikan sanksi kepada pegawai 

yang melanggar disiplin pegawai. 

Turunan dari Peraturan Bupati Malinau Malinau No 61 Tahun 2017 

tentang Disiplin Kerja dan Sanksi Bagi Aparatur Negara di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Malinau diatur lebih rinci dalam Keputusan Bupati 

Malinau Nomor : 061.2/ K.IOO/ 2018 Tentang Pemotongan Tambahan 

Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan CaJon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan 

Presensi Jam Kerja dan Ape! Pagi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau. 

Organisasi Perangkat Daerah melakukan pemotongan dengan berpedoman pada 

SK I3upati tersebut. 

Dengan regu\asi yang jelas dan keseriusan dari pemerintah Kabupaten 

Malinau, terjadi perubahan yang cukup signifikan dari tingkat kehadiran pegawai 

dalam masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja bagi pegawai yang bekerja di 

Lingkungan kantor Bupati Malinau. 

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau sebagai objek 

dari penelitian dari penulis, hasil data pada tahun 2017 terdapat 5 (lima) orang 

pegawai yang mendapatkan sanksi hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan 

kepada Staf yang terdiri dari Staf Kelembagaan dan Anforjab sebanyak 2 (dua) 

orang, Staf Kasubag Tata Laksana dan Akuntabilitas Kinerja 1 (satu) orang, Staf 

Kasubag Pelayanan Publik dan Pembinaan Aparatur Daerah 2 (dua) orang. Sanksi 
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teguran secara lisan tersebut disertai dengan berita acara pemanggilan. 5 (lima) 

orang pegawai tersebut diberikan sanksi karena melanggar ketentuan jam kerja 

diantaranya; tidak masuk kerja tanpa keterangan, datang terlambat, keluar pada 

saat jam kerja dan pulang kerja cepat/ pulang sebelum waktunya. 

Kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugasnya merupakan suatu 

kewajiban mutlak yang harus dimiliki oleh seorang pegawai dimana pun bekerja, 

karena tanpa adanya nilai disiplin maka pekerjaan dan organisasi tidak akan 

berjalan dengan baik. Nilai kedisiplinan dimulai dari diri sendiri yang ingin atau 

mau merubah diri untuk disiplin dalam hal apapun karena tanpa adanya kemauan 

dari diri sendiri maka mustahil seseorang akan menjadi disiplin dalam hidupnya. 

Aturan yang ditetapkan dalam sebuah organisasi yang mengatur tentang disiplin 

pegawai sebagai regulasi merupakan sebuah aturan yang harus ditepakan dalam 

organisasi baik organisasi pemerintah maupun swasta, pasti akan menerapkan 

disiplin, hal tersebut dilakukan agar terjadi keteraturan dan tujuan organisasi dapat 

tercapai. 

Pada sektor pemerintahan, jelas peraturan yang mengatur tentang disiplin 

di Indonesia berlaku bagi seluruh ASN yang ada diwilayah NKRI yang diatur 

dalam PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipi1 sebagai pedoman 

dalam penyelenggaraan pemerintahan agar ASN senantiasa menaati ketentuan 

yang diatur. PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai 

payung hukum secara universal berlaku diseluruh wi!ayah di indonesia, dan di 

daerah dapat di jabarkan lebih rinci sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. 
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Kabupaten Malinau sebagai salah satu Kabupaten yang berada di 

Kalimantan Utara memiliki keseriusan dan komitmen untuk menerapkan disiplin 

pegawai dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN hal ini dilihat dari ditetapkannya 

Peraturan Bupati Malinau No 61 Tahun 2017 sebagai pengganti dari Peraturan 

Bupati Malinau Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Penegakan Disiplin bagi Pegawai 

Negeri Sipil dan Penegakan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Malinau, surat edaran yang dikeluarkan oleh Sekretaris 

Daerah agar pegawai senantiasa meningkatkan disiplin pegawai, dalam setiap 

arahan pirnpinan daerah senantiasa disampaikan kepada pegawai untuk menaanti 

ketentuanjam kerja dan bcrpedoman pada peraturan dalam pelaksanaan tugas. 

Dalam Peraturan Bupati Ma1inau No 61 Tahun 2017 Ten tang Disiplin 

Kerja dan Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Ma1inau. Peraturan Bupati tersebut merupakan turunan dari PP 53 

Tahun 2010 tentang Disip1in Pegawai Negeri Sipil yang mengatur lebih rinci 

tentang Disiplin Kerja dan Sanksi bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Malinau. 

Untuk Jebih je1as penu1is akan memaparkan secara singkat isi dari 

Peraturan Bupati tersebut yang digunakan sebagai salah satu bahan analisa yang 

dilakukan o1eh penu1is untuk rnengetahui bagaimana penerapan peraturan tersebut 

kepada pegawai di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah tempat penu1is bekerja. 

I. Disiplin Kerja dan Ketentuan Jam Kerja 

Disip1in kerja Aparatur Sipil Negara meliputi disip1in dalam pelaksanaan 

tugas dengan ketentuan: 
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l. mematuhi jam ke~ja dengan datang tepat waktu dan pulang tepat 

waktu; 

2. melaksanakan ape\ pagi dan/atau upacara peringatan hariMhari besar 

nasional dan/atau peringatan hari-hari penting sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

3. melakukan presensi sidik jari dan pengisian prescnsi manual secara 

tertib dan teratur; 

4. melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi dan tugas yang diberikan 

atasan; 

5. menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan; 

6. menolak tugas yang diberikan pimpinan apabi\a bertentangan dengan 

peraturan perundangan; 

7. berkoordinasi dengan satuan kerja dan instansi vertikal dengan baik. 

2. Jenis Pelanggaran 

Jenis Pelanggaran disiplin jam kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Malinau yaitu : 

1. Berdasarkan Komponen Behan Kerja; 

a. Tidak masuk kerja atau tidak berada ditempat tugas 

Jenis pelanggaran disiplin jam kerja tidak masuk kerja atau tidak berada 

ditempat tugas adalah ASN yang tidak masuk kerja atau tidak berada 

ditempat tugas tidak ada keterangan secara tertulis dari pimpinan unit 

kerja masing-masing. 

b. Terlambat masuk kerja 
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Jenis pelanggaran disiplin jam kerja terlambat masuk kerja adalah ASN 

melakukan presensi sidik jari dan atau presensi manual melebihi pukul 

07.30 wite. 

c. Pulang sebel urn waktunya 

Jenis pelanggaran disiplin jam pulang sebelum waktunya adalah ASN 

melakukan presensi sidik jari dan atau presensi manual sebelum pukul 

16.00 wite. 

d. Tidak mengisi daftar hadir 

Jenis pelanggaran disiplin jam kerja tidak mengisi daftar hadir adalah 

ASN masuk kerja tetapi tidak melakukan presensi sidik jari dan tidak 

mengisi presensi manual. 

e. Tidak masuk ke~ja karena sakit tanpa pemberitahuan tertulis dan atau 

surat keterangan Dokter, puskesmas atau RSUD 

Jenis pelanggaran disiplin jam kerja tidak masuk kerja karena sakit tanpa 

pemberitahuan tertulis dan atau surat keterangan Dokter, puskesmas atau 

RSUD adalah ASN yang tidak masuk kcrja lebih dari 3 (tiga) hari kerja 

karena sakit tanpa surat pemberitahuan kepada pimpinan dan atau surat 

keterangan Dokter, Puskesmas atau RSUD. 

f. Tidak mengikuti ape! pagi 

Jenis pelanggaran disiplin jam kerja tidak mengikuti apel pagi adalah 

ASN yang tidak mengikuti ape\ pagi. 
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g. Tidak mengikuti upacara hari besar nasional dan/atau ape! peringatan 

hari tertentu ~ 

Jenis pelanggaran disiplin jam kerja tidak mengikuti upacara hari besar 

nasional dan!atau ape! peringatan hari tertentu adalah ASN yang tidak 

taat untuk mengikuti upacara hari-hari besar nasional dan/atau apel 

peringatan hari tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. 

h. Tidak Masuk kerja sebelum dan atau setelah Hari libur/cuti bersama yang 

ditentukan 

Jenis pelanggaran disiplin jam kerja tidak Masuk kerja sebelum dan atau 

setelah Hari libur/cuti bersama yang ditentukan adalah ASN yang dengan 

sengaja tidak masuk kerja tanpa surat keterangan yang jelas dan sah 

sebelum dan atau sesudah hari libur/cuti bersama. 

2. Berdasarkan Komponen Prestasi Kerja; 

a. Tidak lengkap mengisi buku catatan kerja (Log Book) selama I (satu) 

bulan 

Jcnis pelanggaran disiplin jam kerja tidak lengkap mengisi buku catatan 

kerja (Log Book) selama I (satu) bulan adalah ASN masuk kerja dan 

melakukan aktivitas kerja tetapi tidak mengisi catatan harian kerja (Log 

Book) secara lengkap dalam satu bulan. 

b. Tidak mengisi sama sekali buku catatan kerja (Log Book) selama I (satu) 

bulan 
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Jenis pelanggaran disiplin jam kerja tidak mengisi sama sekali buku 

catatan kerja (Log Book) selama l (satu) bulan adalah ASN masuk kerja 

dan melakukan aktivitas kerja tetapi tidak mengisi sama sekali catatan 

harian kerja (Log Book) dalam satu bulan. 

3. Sanksi Pdanggaran Disiplin Jam Kerja 

1) Sanksi terhadap pelanggaran disiplin jam kerja Berdasarkan Komponen 

Behan Kerja adalah: 

a. ASN yang tidak masuk kerja atau tidak berada ditempat tugas tanpa 

keterangan yang sah, maka dikenakan pengurangan tambahan 

penghasilan dari Komponen Beban Kerja sebesar 5% untuk tiap 

l(satu) hari. 

b. ASN yang terlambat masuk kerja, maka akan dikenakan pengurangan 

tambahan penghasilan dari Komponen Beban Kerja sebesar 2% untuk 

setiap keterlambatannya. 

c. ASN yang pu\ang sebelum waktunya maka akan dikenakan 

pengurangan tambahan penghasi\an dari Komponen Beban Kerja 

sebesar 2%. 

d. ASN yang tidak mengisi daftar hadir maka akan dikenakan 

pengurangan tambahan penghasilan dari Komponen Behan Ker:ja 

sebesar 2%. 

e. ASN yang tidak masuk kerja \ebih dari 3 (tiga) hari kerja karena sakit 

tanpa surat pemberitahuan kepada pimpinan dan atau surat keterangan 

43684.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



84 

menjalani rawat inap dari dokter, dikenakan pengurangan tambahan 

penghasilan dari Komponen Beban Kerja sebesar 2% setiap harinya. 

f. Tidak mengikuti upacara hari besar nasional dan/atau ape! peringatan 

hari tertentu, dikenakan pengurangan tambahan penghasilan dari 

Komponen Beban Kerja sebesar 5% dan juga dikenakan hukuman 

disiplin berupa Teguran Tertulis oleh atasannya langsung. 

g. Tidak Masuk kerja sebelum dan atau setelah Hari libur/cuti bersama 

yang ditentukan, dikenakan pengurangan tambahan penghasilan dari 

Komponen Bcban Kerja sebesar 5% setiap harinya dan juga 

dikenakan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis oleh atasannya 

langsung. 

2) Sanksi pelanggaran disiplin jam Berdasarkan Komponen Prestasi Kerja 

adalah: 

a. ASN yang tidak lengkap rnengisi catatan harian kerja (Log 

Book)dalam satu bulan dikenakan pernotongan dari Kornponen 

Tunjangan Prestasi Kerja sebesar I 00%. 

b. ASN yang rnengisi sarna sekali buku catatan kerja (Log Book) tidak 

lengkap dalarn satu bulan dikenakan pernotongan dari Kornponen 

T unjangan Prestasi Kerja sebesar 60%. 

c. ASN yang rnengisi (Log Book) cukup lengkap dalarn satu bulan 

dikenakan pernotongan dari Kornponen Tunjangan Prestasi Kerja 

sebesar 30%. 
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d. ASN yang mengisi (Log Book) tengkap dalam satu bulan tidak 

dikenakan pemotongan dari komponen Tunjangan Prestasi Kerja. 

Mekanisme pemotongan tunjangan Tambahan Penghasilan (TP) akibat 

pelanggaran tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dibuktikan 

dengan dokumen pelanggaran pegawai yang bersangkutan, pemotongan dilakukan 

oleh Bendahara OPD yang dilakukan pada setiap tanggal 25 bulan berjalan yang 

disetor ke Kas Daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Dari pemamparan data diatas, jelas bahwa Pemerintah Daerah serius dalam 

melakukan pembinaan dan penegakan disiplin pcgawai hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja pcgawai ASN yang profesional,berintegritas, berkinerja 

baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik. Karena 

tanpa adanya disiplin dari pegawai maka fungsi pelayanan tidak akan berjalan 

dengan baik hal tersebut disadari oleh pemerintah daerah sehingga pimpinan 

daerah mengarahkan kepada pimpinan dibawahnya untuk senantiasa memberikan 

motivasi, pembinaan dan penegakan kepada pegawai demi terwujudnya pegawai 

yang berintegritas dan profesional demi tem·ujudnya pemerintahan yang good 

governacedan birokrasi yang melayani dcmi tenvujudkan kepuasan masyarakat. 

2. Faktor Pendukung lmplementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri 

Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Pada 

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau 

Usaha dalam mencapai tujuan nasional diperlukan adanya pegawai negeri 

yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945, negara dan pemerintah bersatu padu, bermental baik, berwibawa. berdaya 
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guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi, mempunyai kesadaran tinggi akan akan 

tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat. 

Salah satu indikasi rendahnya kualitas Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut 

adalah adanya pelanggaran disiplin yang banyak dilakukan oleh Pegawai Negeri 

Sipil. Seorang Pegawai Negeri Sipil terbukti melakukan pelanggaran disiplin yang 

tujuan untuk memberikan efek jera dan shock terapi agar Pegawai Negeri Sipi! 

yang lain tidak meniru atau rnelakukan pelanggaran yang lebih berat lagi. 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur negara, abdi Negara dan abdi 

masyrakat, mempunyai posisi sangat strategis dan peranan menentukan dalam 

menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai aparatur negara, 

PNS berkewajiban menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan 

dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 

1945, negara dan pemerintah. Untuk itu, PNS sebagai pelaksana perundang

undangan wajib berusaha untuk taat pada sctiap peraturan perundang-undangan di 

dalam melaksanakan tugas kedinasan. 

Disiplin sesungguhnya mempunyai kekuatan luar biasa yang dapat 

mengantar individu, kelompok, dan bahkan bangsa untuk meraih berbagai hal 

yang mereka inginkan. Disiplin menjadi Jangkah teknis dan praktis untuk meraih 

apapun harapan dan cita-cita. Rendahnya budaya disiplin sesungguhnya sudah 

menjadi pengetahuan umum seluruh elemen masyarakat Indonesia. Tetapi 

pengetahuan ini bel urn menurun menjadi kesadaran dan kemauan dalam perilaku 

yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai 

unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peranan yang 

menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 
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Sosok PNS yang mampu memainkan peranan tersebut adalah PNS yang 

mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap disiplin yang tinggi, kinerja 

yang baik serta sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan 

kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung 

jawabnya sebagai pelayan publik serta mampu menjadi perekat persatuan dan 

kesatuan bangsa. Disiplin kerja adalah merupakan modal yang penting yang harus 

dimiliki oleh aparatur negara (PNS) sebab menyangkut pemberian pelayanan 

kepada publik. Narnun ironisnya, kualitas etos kerja dan disiplin kerja aparat/ PNS 

secara umum masih tergolong rendah. Perwujudan pemerintah yang bersih dan 

berwibawa diawali dengan penegakan disiplin nasional di lingkungan aparatur 

negara khususnya pegawai negeri sipil. Pegawai negeri Indonesia pada umumnya 

masih kurang mematuhi peraturan kedisiplinan pegawai sehingga dapat 

menghambat kelancaran pemerintahan dan pembangunan nasional. Pegawai 

negeri sipil seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat secara keseluruhan agar 

masyarakat dapat percaya terhadap peran PNS. 

Faktor pendukung implementasi disiplin PNS di Kabupaten Malinau 

merupakan faktor yang penting untuk mengetahui sejauhmana dukungan dan 

komitmen dari Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Disiplin Pegawai di 

daerah. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil observasi penulis lakukan 

menemukan 2 (dua) faktor pendukung disiplin PNS di Lingkungan Pcmcrintah 

dacrahkhususnya pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah yaitu: 

I. Peraturan Bupati Malinau Nomor 61 Tahun 2017 tentang Disiplin Kcrja dan 

Sanksi Bagi Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau. 
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2. Komitmen dan Keseriusan Pemerintah dalam Pembinaan dan Penegakan 

Disiplin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau. 

Dari faktor pendukung diatas, penulis akan mendeskripsikan faktor 

pendukung tersebut, untuk lebih jelasnya perhatikan penjelasan dibawah ini. 

a. Peraturan Bupati Malinau Nomor 61 Tahun 2017 Tentang 

Disiplin Kcrja dan Sanksi Bagi Aparatur Negara di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Malinau. 

Peraturan Bupati merupakan peraturan yang dibentuk oleh Bupati untuk 

mengatur ruang lingkup organisasi pada pemerintahan daerah yang cakUpannya 

hanya sebatas untuk internal dalam organisasi daerah, tidak mengatur kepentingan 

masyarakat Juas. 

Berbicara disiplin pegawai maka batasan yang akan dibahas yaitu 

Peraturan Pemerintah Bupat Malinau yang diterbitkan sebagai pedoman dan 

acuan dalam pelaksanaan disiplin kerja bagi pegawai. 

Peraturan Bupati Malinau yang mengatur tentang disiplin pegawai dimulai 

sejak diterbitkannya Peraturan Bupati Malinau Nomor 38 Tahun 2008 Tentang 

Penegakan Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penegakan Pegawai Tidak 

Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau. Pelaksanaan dari 

Peraturan Bupati tersebut diaplikasikan dengan penggunaan presensi sidik jari 

menggunakan pasword dan meletakkan lima jari pada mesin sidik jari, mesin 

tersebut tempatkan di beberapa titik di Kantor Bupati Malinau dengan sistem 

terintegrasi pada server yang di kelola oleh Bagian Organisasi menangani masalah 

presensi sidik jari semua pegawai OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah. 
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Dalam perjalanannya, penggunaan mesin sidik jari hanya berlangsung 5 

(lima) tahun dimulai tahun 2009-2013 dimana terdapat masalah sering terjadi 

kerusakan pada mesin fingger print tersebut dan perawatannya dan perbaikan 

harus memanggil pihak ketiga yang melakukan perbaikan, hal tersebut 

menyebabkan dalam beberapa minggu hingga beberapa bulan pegawai tidak 

melakukan sidik jari karena a! at terse but -mengalami kerusakan. Hal terse but 

menjadi hambatan dalam penegakan disiplin pegawai di Lingkungan Kantor 

Bupati Malinau. 

Sanksi yang diberikan kepada pegawai berupa pemotongan tunjangan 

sesum dengan lampiran Perbub Nomor 38 Tahun 2008. Kurang lebih 1 (satu) 

setengah tahun dimulai tahun 2014 hingga pertengahan tahun 2015 pegawai hanya 

menggunakan presensi Manual saja, hal ini disebabkan kerusakan alat fingger 

print, akibat hal tersebut pengawasan dan penegakan disiplin pegawai tidak 

berjalan dengan baik dan maksirnal. Penggunaan presensi manual memiliki 

kelemahan dimana pegawai dapat saja memaraf absen tersebut meskipun tidak 

sesuai dengan kondisi riil dilapangan dan cenderung banyak terjadi kecurangan, 

hal tersebut berdampak pada kecemburuan sosial bagi pegawai yang rajin dan 

melaksanakan tugas secara nyata. Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan dari 

Peraturan Bupati Malinau Nomor 61 Tahun 2017 tentang Disiplin Kerja dan 

Sanksi Bagi Aparatur Ncgara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau. 

Peneliti melakukan wawancara kepadalbu Suharningsih,SE selaku Kasubbag 

Pelayanan Publik dan Pembinaan Aparatur Daerah, dimana beliau mengatakan: 

"pelaksanaan dari Peraturan Bupati Malinau Nomor 61 Tahun 2017 
tentang Disiplin Kerja dan Sanksi Bagi Aparatur Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Malinau sudah berjalan satu tahun, saya melihat 
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ada perubahan yang cukup signifikan dari perubahan sikap dan prilaku 
pegawai, hal ini terlihat dari pegawai yang taat mengikuti ape! pagi, turun 
kerja dan pulang kerja sesuai dengan jam kerja di ikuti sanksi yang tegas 
yaitu pemotongan Tunjangan disamping sanksi yang telah diatur dalam 
PP 53 Tahun 2010 hal ini dampak positif dari aturan yang dibuat oleh 
pemerintah daerah dalam rangka komitmen Pemerintah Daerah untuk 
meningkatkan kinerja dan disiplin Aparatur Daerah dalam melaksanakan 
tugas. (Wawancara, 12 Maret 2018). 

Dari basil interview diatas, dan basil pengamatan langsung pcnulis 

dilapangan bahwa terjadi perubahan prilaku dan etos kerja pcgawai dalam 

pelaksanan tugas dan langgung jawabnya hal ini terlihat pegawai lebih disiplin 

dalam mengikuti ketentuaan dan mentaati jam kerja, hal ini dampak dari 

penerapan Mesin Sidik Jari yang harus dilakukan oleh pegawai pada saat masuk 

jam kerja dan sidik jari pada saat jam pulang kerja. Disamping itu pada saat ape! 

pagi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau Sekda serta Pimpinan Daerah 

lainnya senantiasa mengingatkan pegawai untuk meningkatkan disiplin pegawai 

serta melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan fungsinya. 

Peneliti mengaitkan keberhasilan pelaksanaan dari Peraturan Bupati 

Malinau Nomor 61 Tahun 2017 tentang Disiplin Kerja dan Sanksi Bagi Aparatur 

Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinaudengan implemementasi 

kebijakan menurut teori Edward III yang rnempengaruhi keberhasilan sebuah 

kebijakan diantaranya: 

1. Communication (Kumunikasi) hal ini terlihat dari komunikasi yang 

disarnpaikan oleh Pirnpinan Daerah secara berjenjang kepada 

pegawainya untuk mentaati ketentuan jam kerja yang diteruskan 

hingga ke dalam rapat staf pada OPD di ingatkan senantiasa untuk 

meningkatkan kinerja dan disiplin pegawai, disamping itu Peraturan 

Bupati tersebut telah dibagikan kepada setiap OPD untuk dilaksanakan 
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sebagai pedoman atau panduan agar diketahui oleh seluruh pegawai di 

Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. 

2. Resourcess (Sumber Daya) dalam hal sumber daya peneliti rnengambil 

contoh pada Bagian Organisai tempat penulis bekerja, dimana terlihat 

dampak positif dari Peraturan Bupati tersebut mengubah prilaku 

pegawai yang malas menjadi rajin, dengan mentaati ketentuan jam 

kerja pegawai senantiasa berada dikantor untuk melaksanakan 

tugasnya. Sumber daya Manusia yang ada tennotivasi untuk 

meningkatkan produktifitas kerja dalam pclaksaanaan tugasnya. 

3. Dispotition or attitude (sikap) Peraturan l3upati Malinau Nomor 61 

Tahun 2017 tentang Disiplin Kerja dan Sanksi Bagi Aparatur Negara 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau secara nyata mengubah 

prilaku dan kebiasaan pegawai karena memiliki dasar hukum dan 

sanksi yang jelas dan tegas jika pegawai tidak mengikuti aturan yang 

telah dibuat. Sikap dan prilaku pegawai mcnjadi lebih disiplin, 

menghargai waktu kerja, ramah dalam mcmberikan pelayanan. 

Bureaucratic structure (stmktur birokrasi)dukungan dari Steak 

Holderdalam menegakkan disiplin pegawai terlihat dari komitmen dalam 

mengeluarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 61 Tahun 2017 tentang Disiplin 

Kerja dan Sanksi Bagi Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Malinau yang mempcngaruhi birokrasi pemerintahan daerah menjadi lebih efektif 

dan efisien. Hal ini tergambar dengan pegawai yang mentaati ketentuan dan 

peraturan jam kerja dalam pelayanan birokrasinya dalam urusan pemerintahan dan 

pelayanan menjadi lebih baik dan optimal. 
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Dari penjelasan diatas saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau 

melalui Bagian Organisasi pada tahun 2014 terus melakukan pembenahan dan 

perbaikan dalam meningkatkan disiplin pegawai diantaranya, melakukan usulan 

penggunaan mesin presensi sidik jari yang lebih baik dan sesuai dengan kondisi 

perkembangan temologi terkini yang dikelola masing-masing oleh OPD hal ini 

bertujuan agar pimpinan secara berjenjang dapat melakukan pembinaan dan 

mengontrol secara langsung disiplin pegawai di OPD masing-masing. 

Pada bulan Agustus 2015 mulai diberlakukan kern bali penerapan mesin 

fingger print pada setiap OPD dengan mesin yang lebih simpel, mudah 

dioperasikan, mudah perawatannya dan berlaku penggunaan mesin fingger print 

tersebut hingga saat ini. 

Dengan terbitnya Peraturan Bupati Malinau Nomor 61 Tahun 2017 tentang 

Disiplin Kerja dan Sanksi Bagi Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Ma1inau mengatur secara jelas dan tegas ten tang ketentuan jam masuk 

kerja, jam melakukan presensi sidik jari, serta sanksi yang tegas dan nominal 

potongan yang lebih besar dibandingkan Peraturan Bupati sebelumnya. Dengan 

terbinya Peraturan Bupati yang baru maka Peraturan Bupati Malinau Nomor 38 

Tahun 2008 Tentang Penegakan Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dan 

Penegakan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Malinau dicabut dan dinyatak tidak berlaku. 

Peraturan Bupati Malinau Nomor 61 Tahun 2017 tentang Disiplin Kerja 

dan Sanksi Bagi Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau 

merupakan faktor pendukung sebagai upaya pemerintah daerah melakukan 
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pembinaan dan penegakan disiplin pegawai di daerah dan merupakan turunan dari 

amanat PP 53 Tahun 20 I 0 ten tang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dengan 

berlakunya Peraturan Bupati tersebut, berdampak signifikan bagi ASN di daerah 

hal ini penulis amati dari kondisi di lapangan dan dari hasil laporan rekapitulasi 

laporan kehadiran pegawai dalam ape! pagi dan laporan kehadiran presensi sidik 

jari mengalami peningkatan kehadiran pegawai dalam menaati ketentuan jam 

kerja yang berlaku. 

Menurut observasi dan hasil analisa penulis, peningkatan yang signifikan 

dari kehadiran pegawai dalam mentaati ketentuan jam kerja disebabkan karena 

sanksi pemotongan tunjangan yang lebih besar dibandingkan dengan pemotongan 

dalam Peraturan Bupati Sebelumnya, disamping ketegasan dan keseriusan 

pimpinan dalam melaksanakan Peraturan Bupati tersebut. 

b. Komitmen dan Keseriusan Pemerintah dalam Pembinaan dan 

Penegakan Disiplin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Malin au 

Berbicara mengenai komitmen dan keseriusan merupakan hal yang penting 

dalam sebuah organisasi dalam mencapai sebuah tujuan. Komitmen memang 

sangat terkait dengan masalah keanggotaan organisasi. Untuk bisa berhasil di 

dunia organisasi, seorang anggota organisasi harus memiliki dan menerapkan 

sikap komitmen terhadap organisasi yang diikutinya. 

Istilah komitmen pada dasarnya merujuk kepada kemampuan seseorang 

untuk bertahan dan setia menjalani aktivitas tertentu. Seseorang yang mengaku 

memiliki sikap komitmen yang tinggi harus memiliki jiwa kesetiaan dan juga 
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ketahanan mental yang kuat. Orang yang memiliki sifat komitmen tidak akan 

goyah dan malas hanya karena permasalahan yang sepele di dalam aktivitas yang 

dijalaninya. Lebih dari itu orang yang memiliki jiwa komitmen akan terns 

bertahan dan bertanggung jawab terhadap apa yang pemah diucapkannya. 

Jika dikaji dari segi terminologis, istilah komitmcn pada dasamya bera<;al 

dari bahasa Latin yaitu dari kata "commiter" yang artinya adalah menyatukan, 

menggabungkan, mengerjakan, dan mempercayai. Jika diartikan dari asal katanya, 

mal<a komitmen merupakan sikap setia dan tanggung jawab yang ditunjukkan 

oleh seseorang yang telah memutuskan untuk bergabung ke dalam aktivitas 

keanggotaan lembaga tertentu. 

Kaitannya dengan komitmen dan keseriusan dari Pemerintah Daerah 

dalam melaksanakan penegakan disiplin kepada pegawai ASN di daerah yaitu 

bagaimana pemerintah secara konsiten, terus menerus menerapkan disiplin 

pegawai dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dengan menaati peraturan 

yang mengatur tentang disiplin pegawai, diperlukan pemimpin yang berintegritas, 

berwibawa, tegas dan bisa menjadi teladan bagi bawahannya dalam pelaksanaan 

tugasnya. 

Pemerintah Kabupaten Malinau memiliki pemimpin yang berintegritas, 

cerdas, disiplin dan tegas dibawah kepemimpinan Bupati Malinau Yansen TP, 

selama kepemimpinan beliau selama periode kedua (2016-2021), sa\ah satu 

program beliau yang tennuat dalam misi ke sembilan yaitu mewujudkan 

supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta 

ef1sien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, 
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Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal tersebut dimaknai secara luas bahwa 

Pemerintah Daerah ingin mewujudkan lata pemerintahan yang baik (Good 

Governance). 

Demikian juga kepemimpinan pada tingkat Kepala OPD (Organisasi 

Perangkat Daerah) diharapkan dapat mcnegakkan disiplin pegawai sesuai dcngan 

ketentuan jam kerja dan pemberian sanksi sesuai dengan peretauran dan ketentuan 

yang berlaku. Agar kepala OPD tersebut secara konsisten melakukanl 

memberikan pengarahan, bimbingan kepada bawahannya untuk melaksanakan 

tugasnya dan kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja disamping 

itujika ada pegawai yang melanggar agar diberikan sanksi dengan melihat tingkat 

pelanggaran pegawai yang bersangkutan. 

Pimpinan OPD juga harus bisa memberikan contoh dan teladan kepada 

bawahannya agar dalam pelaksanaan tugasnya taat kepada peraturan agar 

bawahanya dapat mengikuti teladan pimpinannya, kadang pimpinan OPD sendiri 

tidak menunjukkan sikap seorang pemimpin yang seharusnya, dimana ada 

pimpinan yang datang terlambat masuk kerja, istirahat sebelum waktunya serta 

pulang cepat/pulang lebih awal dari sebagaimana mestinyajam pulang kerja, 

Berdasarkan hasil observasi dan data yang penulis peroleh, komitmen dan 

keseriusan dari Pemerintah Kabupaten Malinau dalam memberikan pembinaan 

dan penegakan disiplin pegawai ASN dilakukan dengan mengeluarkan SK Bupati, 

surat edaran, dan arahan kepada pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah, Hasil 

Inventarisasi yang dilakukan penulis menemukan beberapa surat edaran yang 

yang dikeluarkan terkait dengan disiplin pegawai diantaranya: 
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1. Surat Edaran Sekretaris Daerah tanggal 25 November 2014 Nomor 

060/144/0rg Tentang Pelaksanaan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil 

di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. 

2. Surat EdaranSekretaris Daerah tanggal 1 April 2015 Nomor 

060/45/0rg Tentang Tertib Absen Kerja. 

3. Sural Edaran Sckretaris Daerah tanggal 8 Juni 2015 Nomor 

060/79/0rg Tentang Pemberitahuan Pemasangan Mesin Sidik Jari. 

4. Surat Edaran Sekretaris Daerah tanggal 8 Juni 2015 Nomor 060/80 

/Org Tentang Pelatihan Mesin Sidik Jari. 

5. Surat Edaran Sekretaris Daerah tanggal 24 Juni 2015 Nomor 

060/90/0rg Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Presensi 

Menggunakan Mesin Sidik jari (Fingger Print) di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Malinau. 

6. Surat Edaran Sekretaris Daerah tanggal 24 Juni 2015 Nomor 

060/91/0rg Tentang Pendaftaran Nama Pegawai pada Mesin Sidik Jari 

7. Surat Edaran Sekretaris Daerah tanggal 24 Agustus 2015 Nomor 

060/195/0rg Tentang Sosialisasi Pcmbuatan Laporan Presensi Mesin 

Sidik Jari. 

8. Surat Edaran Sekretaris Daerah tanggal I 0 Juli 2017 Nomor 

061.2/550/SEKDA J.b Tentang Ketentuan Mengisi/Paraf Presensi 

Absen A pel Pagi dan Jam Makan Pagi di Kantin Pemda. 

9. Surat Edaran Sekretaris Daerah tanggal 16 April 2018 Nomor 

862.1/436/SETDA. 3b Tentang Surat Teguran Kepada Kepala 

Organisasi Perangkat Daerah. 
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10. Keputusan Bupati Malinau Nomor : 061.2/ K.lOO/ 2018 Tentang 

Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Caton 

Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Presensi Jam Kerja dan Ape! Pagi di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau. 

Pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebagai motor penggerak 

pcnegakan disiplin pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Malinau dituntut untuk menjalankan perintah sesuai dengan peraturan yang 

tertuang dalam Peraturan Bupati. Hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan 

monitoring dan evaluasi ke setiap OPD yang dilakukan dalam beberapa kali dalam 

setahun hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi riil dilapangan 

bagaimana pelaksanaan disiplin pegawai pada OPD serta sejauhmana sudah 

dilakukan pembinaan dan penegakan sanksi disiplin oleh Kepala OPD sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil dan Peraturan Bupati Malinau Nomor 61 Tahun 2017 tentang 

Disiplin Kerja dan Sanksi Bagi Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Malinau. 

Keseriusan Kepala Bagian Organisasi dalam melakukan pembinaan dan 

penegakan pegawai kepada bawahannya, dimana setiap awal bulan diadakan rapat 

staf untuk memberikan arahan dan motivasi kepada pegawai Bagian Organisasi 

dalam pelaksanaan tugasnya, dan secara berjenjang rnelakukan pemanggilan jika 

ada pegawai yang tidak disiplin, demikian selanjutnya Kasubag pada Bagian 

Organisasi juga melakukan pembinaan dan pemanggilan kepada staf jika ada yang 

melanggar disiplin dengan melihat jenis dan tingkat pelanggaran pegawai yang 

bersangk.utan. 
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Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bagian Organisasi memiliki gaya 

kepemimpinan yang disiplin, tegas dan memberikan teladan kepada pegawainya 

untuk bekerja dengan baik serta menaati ketentuan jam kerja. Disiplin disini 

bekaitan dengan disiplin waktu dan jam kerja, tegas jika ada pegawai yang yang 

melanggar peraturan diberikan teguran dan pembinaan kepada pegawai yang 

bersangkutan,serta dapat memberikan teladan bagi pegawai untuk melaksanakan 

lugas dan teladan beliau sebagai pimpinan dapat di ikuti oleh pegawai lainnya. 
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A. KESIMPULAN 

BABY 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab IV, 

penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

I. Tingkat kehadiran pegawai Bagian Organisasi dalam mc!aksanakan 

kewajibannya untuk masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja 

cukup baik, ini dapat dilihat dari basil rekapitulasi presensi sidik jari 

dan raport bulanan pegawai Bagian Organisasi yang tingkat 

kehadirannya pegawai menaati ketentuan jam kerja cukup tinggi. Hal 

ini karena adanya ketegasan, keseriusan dan komitmen bersarna dari 

pimpinan untuk menerapkan disiplin pegawai pada Bagian Organisasi 

hal ini dapat dilihat dari contoh Kabag dan Kasubbag yang senantiasa 

memberikan teladan kepada bawahannya sehingga bawahan atau staf 

juga mengikuti teladan pimpinannya. 

2. Sanksi yang diberikan kepada pegawai jika tidak tidak masuk kerja 

dan menaati ketentuan jam kerja disamping hukuman ringan. hukuman 

sedang dan hukuman berat sebagaimana yang diatur dalam PP 53 

Tahun 20 I 0, pegawai diberikan sanksi pemotongan tunjangan pegawai 

berdasarkan beban kerja yang meliputi: pemotongan jika tidak masuk 

kerja atau tidak berada ditempat tugas, terlambat masuk kerja, pulang 

sebelum waktunya, tidak mengisi daftar hadir, tidak masuk kerja 

karena sakit tanpa pemberitahuan tertulis dan atau surat keterangan 
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Dokter, puskesmas atau RSUD, tidak mengikuti ape! pagi, tidak 

mengikuti upacara hari besar nasional dan/atau ape! peringatan hari 

tertentu, tidak masuk kerja sebelum dan atau setelah hari libur/cuti 

bersama yang ditentukan dan pemotongan prestasi kerja yang meliputi: 

pemotongan tunjanganjika tidak lengkap mengisi buku catatan kerja 

(Log Book) selama 1 (satu) bulan, pemotongan tunjangan karena tidak 

mengisi sama sekali buku catatan kerja (Log Bookjselama I (satu) 

bulan dengan besaran pemotongan yang telah ditetapkan dalam 

Keputusan Bupati Malinau Nomor : 061.2/ K.IOO/ 2018 Tentang 

Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan CaJon 

Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Presensi Jam Kerja dan Ape! Pagi di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau. Faktor Pendukung 

lmplementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Bagian 

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau yaitu dukungan 

dengan dibentuknya Peraturan Bupati Malinau Nomor 61 Tahun 2017 

tentang Disiplin Kerja dan Sanksi Bagi Aparatur Negara di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau dan Komitmen dan 

Keseriusan Pemerintah dalam melakukan Pembinaan dan Penegakan 

Disiplin melalui penerapan sidk jari (Fingger Print) dan presensi 

manual serta sanksi yang tegas kepada pegawai yang melanggar 

disiplin pegawai hal tersebut demi mewujudkan ASN yang 

profesional, berkinerja baik, dan menciptakan pegawa1 yang 

berintegritas serta berorentasi pada pelayanan. 
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B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, penulis memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Pengawasan dari atasan terhadap Pegawai Negeri Sipil harus 

ditingkatkan sebagaimana Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, 

bahkan penegakan disiplin ini juga harus dilaksanakan oleh semua 

unsur Pegawai Negeri Sipil. 

2. Pegawai Bagian Organisasi Sekretariat Daerah lebih meningkatkan 

kehadiran pegawai dalam melaksanakan tugas kewajibannya masuk 

kerja dan menaati ketentuan jam kerja serta membiasakan memberi 

laporan atau keterangan jika tidak masuk kerja dengan alasan yang 

jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu pimpinan 

OPD harus tegas dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan 

penegakan disiplin kepada pegawai, jika ada pegawai yang tidak 

masuk kerja dengan alasan yang tidak jelas agar dilakukan pembinaan 

dan memberi sanksi sesuai dengan ketentuan jika pegawai tidak 

mengikuti aturan dengan berpedoman pada sanksi yang telah diatur 

dalam PP 53 Tahun 2010 Tentang Penegakan disiplin PNS dan 

Peraturan Bupati Malinau Nomor 61 Tahun 2017 guna mewujudkan 

pegawai yang disiplin, berprilaku baik, profesional, dan berintegritas. 
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PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU 

SEKRETARIAT DAERAH 
Jl. Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau Telp./Fax. (0553) 2022689 

Malinau, 1 April 2015. 

Kepada 

Yth. 1. Kepala Dinas/Badan/Kantor di 
lingkungan Pemda Kabupaten Malinau 

2. Sekretaris DPRD Malinau 
3. Camat se-Kabupaten Malinau 

di-
Tempat 

SURAT EDARAN 

Nomor 060/45/0rg 

TENTANG 

TERTIB ABSEN KERJA 

I. Dalam rangka peningkatan dan penegakkan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, diinstruksikan kepada semua Kepala 

SKPD untuk memberi perhatian khusus terhadap kehadiran· PNS dilingkungan ke~a 

masing-masing melalui tertib pengisian absen kerja. Untuk tertib absen kerja dimaksud 

dilakukan pengisian absen sebanyak 5 (lima) kali absen sebagai berikut: 

1. Absen Apel Pagi pukul 07.30 WIT A. 

2. Absen Masuk Kerja Pagi pukul 07.30 WIT A. 

3. Absen Pulang lstirahat pukul12.00 WIT A. 

4. Absen Masuk Kerja Siang pukul13.00 WITA. 

5. Absen Pulang Kerja pukul16.00 WITA. 

II. Kepada Pengelola Absen dimasing-masing SKPD untuk membuat rekap absen perbulan 

yang ditandatangani oleh Kepala SKPD dan foto kopi diserahkan kepada Sekretaris 

Daerah Kabupaten Malinau Cq. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau 

paling lambat tanggal 25 setiap bulannya. 

Ill. Setiap pimpir :m di SKPD secara bor!enjang wajib mer1beri peringatan dan terguran serta 

sanksi kepada PNS yang melanggar ketentuan "masuk kerja dan menaati ketentuan jam 

kerja" sebagaimana yang diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 ketentuan pas a I 3 angka 11. 

pasal 8 butir 9, pasal 9 butir 11 dan pasal10 butir 9. 
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IV. Hal-hal lain yang belum termuat dalam surat ini wajib bagi setiap PNS untuk membaca, 

memahami, dan melaksanakan ketentuan yang dimuat dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 

Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 Tentang 

Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

V. Ketentuan absen ke~a ini mulai berlaku terhitung bulan April 2015. 

Demikian untuk dilaksanakan. 

Pr . r. I PATTON M.Si. 
P bina Utama I IV.e 

NIP. 19630815 198803 1 003 

Tembusan, Yth. : 

1. Bupati Malinau (sebagai laporan) 
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PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU 
SEKRETARIAT DAERAH 

Jl. Pusat Pemerintahan No. 01 Fax./Telp. (0553) 21408 

MALIN AU 

Malinau, 8 Juni 2015 

Kepada, 
Nomor : 060/ 79/ Org Yth. Kepala Dinas, Badan, 

lnspektor'at, Sekretariat 
DPRO, Bagian, Sekretariat 
KPUD, Sekretariat Korpri 
dan Kecamatan dilingkungan 
Pemda Kabupaten Malinau 
di-

Lampiran : -
Perihal Pemberitahuan Pemasangan 

Mesin Sidik Jari 

Malin~u' 

Sehubungan dengan rancana pemasangan Mesin Sidik Jari disetiap 

SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau, maka diberitahukan 

kepada seluruh kepala SKPD bahwa dalam wakt•J dekat akan ada 

pemasangan Mesin Sidik Jari yang baru dan ditempalkan di depan pintu 

kerja kepala SKPD. 

Berkaitan dengan hal tersebut diatas diinstruksikan kepada seluruh 

kepala SKPD untuk bertanggungjawab penuh bila terjadi kerusakan yang 

diakibatkan kelalaian dan atau kesengajaan. 

Oemikian disampaikan untuk dilaksanakan dan dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

Tembusan: 
1. Bupati Malinau di Malinau; 
2. Wakil Bupati Malinau di Malinau; 
3. Para Asisten; 
4. lnspektorat; 
5. Arsip . 
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PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU 
SEKRETARIAT DAERAH 

Jl. Pusat Pemerintahan No. 01 Fax.rTelp. (0553) 21408 

MALINAU l . 

Malinau, 8 Juni 2015 

Kepada 
Nomor : 0601 801 Org Yth. Kepala Dinas, Badan. 

lnspektorat, Sekretariat 
DP~D . B~gian. Sekretariat 
KPUD, Sekretariat Korpri 
dan Kecamatan dilingkungan 
Pemda Kabupaten Malinau 
di-

Lampiran: -
Perihal : Pelatihan Mesin Sidik Jari 

Malinau 

Sehubungan dengan akan dipasangnya Mesin Sidik Jari yang baru 

disetiap SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau. maka 

diinstruksikan kepada kepala SKPD untuk menugaskan satu orang 

pengelolah daftar hadir (absen) di unit kerjanya untuk mengikuti pelatihan 

(training) cara pengoperasian absen mesin sidi~ jari yang akan 

dilaksanakan oleh Bagian ·Organisasi Sekretariat Daerah pada : 

Hari/tanggal : Kamis, 11 Juni 2015 

Jam : 08.00 Wite 

-
Tempat : Ruang Laga Feratu, Lt.2 Kantor Bupati Malinau 

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Peserta di~arapkan membawa 

Laptop beserta kabel rol masing-masing. 

Oemikian disampaikan untuk dilaksanakan dan dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

Tembusan: 
1. Bupati Malinau di Malinau; 
2. Wakil Bupati Malinau di Malinau; I • 
3. Para Asisten; 
4. lnspektorat; 
5. Arsip. 
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PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU 
SEKRET ARIA T DAERAH 

Jl. Pusat Pemerintahan No. 01 Fax.ITelp. (0553) 21408 

MALINAU 

Malinau, 24 Agustus 2015 

Kepada 

Nomor : 060/195/0rg Yth. 1. lnspektur/Kepala Dinas/ 
Badan/ Kantor Dilingkungan 
Pemda Kab. Malinau; 

Lampiran : 1 lembar 
Perihal : Sosialisasi Pembuatan Laporan 

Presensi Mesin Sidik Jari 2. Sekretaris DPRD Malinau; 
3. Sekretaris KPUD/Korpri/ 

Direktur RSUD dan Para 
Cam at. 
di-

Malinau 

Menindaklanjuti Surat Edaran Plh. Sekretaris Daerah Nomor: 
060/191/0rg/2015, tanggal 10 Agustus 2015 ten tang Ketentuan Presensi 
Masuk Kerja dan Pulang Kerja dan Sanksi :erhadap Pelanggaran 
Ketentuan Presensi, masih terdapat dibeberapa SKPD belum memahami 
cara membuat laporan/print out presensi mesin sidik jari, maka 
diinstruksikan kepada kepala SKPD untuk menugaskan Kasubbag Umum 
dan Kepegawaian dan staf pengelola daftar hadir (presensi sidik jari) untuk 
mengikuti Sosialisasi Pembuatan Laporan Presensi Mesin Sidik Jari Oadwal 
terlampir) yang akan dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat 
Daerah pada : 

Hari/tanggal 
Jam 
Tempat 

: Kamis, 27 Agustus 2015 
: 08.00-12.00 dan 14.00-16.00 Wite 
: Ruang Laga Feratu, Lt.2 Kantor Bupati Malinau 

Mengingat pentingnya sosialisasi pembuatan laporan presensi mesin 
sidik jari ini diharapkan semua peserta membawa Laptop. 

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan 
sebagaimana mestinya. 

Plh. Sekretaris Daerah 
Asisten Administrasi Umum, 

"' 
Drs. Hendris Damus, M.Si 
Pembina Utama Muda/IV.c 

NIP. 19590106 198603 1 015 
Tembusan: 
1. Bupati Malinau di Malinau; 
2. Wakil Bupati Malinau di Malinau; 
3. Para Asisten; 
4. lnspektorat; 
5. Arsip. 
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JADWAL PESERTA SOSIALISASI MESIN SIDIK JAR! 

Waktu 

Han Janggal Jam 

1 Baglan Tala Peme~nlahan Kamis 27 Agustus 2015 08.00-12.00 
~---~------------·----------1- -- -- -~----- -· 

Pengelola 
Absen 

Perserta 

2 Bagian Hukum --------~ ---~:~oust~_:o~5··- -~~~2_:_~ 
3 · Bagian Pertanahan Kamis ~? Ag~- 08.00-12~-- --- --

4 Baglan Pusat Data Eleklronik 
...... -r- ··-- ···-·--·· -·- ··--·--··· 

5 Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal 

6 Baglan Penyusunan Program 

7 Bagian Kesejahteraan Soslal 
t--·-t---'-----------·-··· -······ 

Kamis 27 Agustus 2015 08.00-12.00 

Kamis 27 Agustus 201 5 
- 11------

Kamis 27 Agustus 2015 

Kamis 27 Agustus 2015 

08.00-12.00 

08.00-12.00 

08.00-12.00 

paraf 

Fasllitator 

Baglan 
Organlsasl 

Keterangan 

8 Baglan Organisasi Kamis 27 Agustus 2015 08.00-12.00 
1---t---- --- ------- I---IJ--- - --I-----t-- ---·--- ---- ·····-· ·-- --- - ·---·-- --·---

9 Bagian Umum Kamis 27 Agustus 2015 08.00-12.00 - -----·-· -·-·--- ·-· -- ---···-·· - ··· ·--- ···--------·-- ---· ·-··· 
10 Baglan Humas dan Protokol Kamis 27 Agustus 20 15 08.00-12.00 

11 Badan PenQelolaan Keuan11an dan Aset Daerah Kamis 27 AIIUStus 2015 08.00-12.00 
1--J----'-----------1----1--_;_---~---~J-------- -·--- - - - ----- --------

12 Badan Kepegawaian Daerah Kamis 27 Agustus 2015 08.00-12.00. 

13 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kami.s 27 Agustus 2015 08.00-12.00 - --+----------- - - - - -1--·--·-- -·----· ----------- ----··--··· . 
14 Dinas Kebudayaan dan Panwisata Kamis 27 Agustus 2015 08.00-12.00 

r--t----- - -·------1J---t--- - ---l-----t----l---l------·--·- -·---
15 lnspeklorat 

------ -- _Ka_~•- _2_7_A_Ilu_st_u~~0_1_s __ l-_os_.00-_ 1_2_.oo_-l- --·- --t-----
' 6 Dlnas Pendapatan Daerah Kamls 27 Agustuo 2015 08.00-12.00 

-----~-----~--------f----·--17 Badan Pemberdayaan Masyarakat Oesa Kamls 27 Agustus 2015 08.00-12.00 
1--t---- ----------·--t--- ----·-- - - ···--- -- --·---· 

18 Dlnas Per1<ebunan Kamis 27 Agustus 2015 08.00-12.00 
1------ - - -· .• - - --- - -- -·-

19 Dinas Pertanian dan Perikanan Kamis 27 Agustus 2015 08.00-12.00 
·--!---- - ----·--- - --- --- -- . 

20 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB Kamis 27 Agus1us 2015 08.00-12.00 

21 Kantor Pelayanan torpadu Kamis 

22 Oinas Pertamban11an dan Energi Kamis 

27 Agustus 2015 

27 Agustus 2015 

08.00-12.00 

08.00-12.00 
1- - - --1-·- ---- ------ ---- - ·--·----- -

1--t------··----·-----··--- --- -- ------·-- ---- -1-- ·-·--·---- --
23 Dines Perhubungan. Komunikasi dan lnformatika Kamis 27 Agustus 2015 14.00-16.00 

24 Badan Ungkungan Hidup Kamis 27 Agustus 2015 14.00-16.00 

25 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kamis 
- --r-- ------ -· ··-·-··· ·-·--- -· 

27 Agustus 2015 14.00-16.00 

Kamls 27 Agustus 2015 14.00-16.00 
l--11--- ----------l---l---=---- -l----l----l-·--r-·-- ---· ·---·----·- ·-- -

27 Badan Pengelola Perbatasan Oaerah Kamis 27 Agustus 2015 14.00-16.00 

26 Dinas Kehutanan 

. -- - --·-· ···-----·-- ·---- ·----- ------ -- .. -···-- ... ···-.. -· -
28 Dinas Sosial. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kamis 27 Agustus 2015 14.00-16.00 -- ··------ -·-··--···--· .. . -·---·. -- ---· -- .. -
29 Sedan Penanggulan11an Bencana Daerah Kamis 27 AQustus 2015 14.00-16.00 

'7o ·oonas Penndusllian, Perdagangan, Koperaso dan Kamis 27 Agustus 
2015 14

.00-
16

.
00 

·--···· UMKM--- ----··--·- ··--· ----------·- ------ ·-· ······----· -··--- -·- ·-· --·--
_!~- ~n:or Perpu~an dan Kearsipan O.~rah Ka~i~ __ 2!_!-gus~s-2~~~-~~00;1~~~- _ ___ _ ·- .. _ 

32 Sekretariat DPRD Kamis 27 Agustus 2015 14.00-16.00 

33 KPU Kamis 27 Aoustus 2015 
--- -1-- --- - ---··--- ··--·- ·- - ·-- --··· 

34 Kantor Satuan Polis! Pamong Praja Kamis 
------- -------·- ··~~··-·-- ··---·••>~••• 

35 Dlnas Tata Kota 

36 Dlnas Pekerjaan Umum 

37 Bailaiit<iiiiuan Biiigsa:l'Oli!ioailn Ketananan -
-·· _ .So•Jaldall.E.konP~--· __ . 

38 Sekretariat KORPRI 

39 Kecamatan Malinau Kota 

Kamis 

Kamis 

Kamis 

Kamis 27 Agustus 2015 

14.00-16.00 

14.00-16.00 

14.00-16.00 

14.00-16.00 

14.00-16.00 

14.00-16.00 

14.00-16.00 

40 Dinas Kesehatan Kamis 27 Agustus 2015 14.00-16.00 
·--i------- ----- - --1·- - 1-------·-'1----1----- -------------·----

4 1 Rumah Sakij Umum Daerah Kabupalen MaWnau Kamis 27 Agustus 201~ 14.00-16.00 

- ;;- K~~;.-;~~·M-;ji~~u Utara Kamis 27 Agustus2015 14.00-16.00 

43 Kamis 27 Agustus 2015 14.00-16.00 
1__:__:: ___ 1----1·- ------- - --------

27 Agustus 2015 14.00-16.00 

Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga 

44 Kecamatan Malinau Barat Kamls 

4 5 Kecamatan Malinau Selatan Kamis 27 AI}UStus 2015 14.00-16.00 

46 Kecamatan Mentarang Kamis 27 Agustus 2015 
I--11- -----=----------1---1·---- --1--- -J·----- - ------- --·----·· ·- --- ----·- --·--- · 
~--~~~atan Mentarang ~~---· ·-- ------~:~~ _ __!?._~gu-~~~~2~15 

14.00-16.00 

14.00-16.00 

14.00-16.00 

14.00-16.00 

14.00-16.00 

14.00-16.00 

4 8 Kecamatan Pujungan Kamis 27 Agustus 2015 

27 Agustus 201 5 
1- -1- ------------------

4 9 Kecamatan batlau Hulu Kamis 

SO Kecamatan Sungal Boh 

51 Kecamatan Kayan Hulu 

Kamis 

Kamis 

27 Agustus 2015 

27 Agustus 2015 

52 Kecamatan Kayan Hilir Kamis 27 Agustus 2015 14.00-16.00 

---·--------------- ·------·-

-- ----- ---- - .. ·- ------·· ---------· ·--- ·-----·--
53 Kecamatan Kayan Seiatan Kamis 27 Agustus 2015 14.00-16.00 -····-- ·- . -- -- ··-·--- . -···-· 
54 Kecamatan Malin au Selatan Hulu Kamis 

55 Kecamatan Ma&nau Setatan Hi ir Kamis 

27 Agustus 2015 

27 Agustus 2015 
!----- ----------·-- - - ···-----·-·· 

56 Kecamatan Sei T ubu Kamis 27 Aguslus 2015 

14.00-16.00 

14.00-16.00 

14.00-16.00 
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Sumber Laporan · 

• 
PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU 

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH 
Jl. Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau No. 01 Telp./Fax. (0553) 2022689 

LAPORAN REKAPITULASI JUMLAH PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN UMUM PNS BERDASARKAN KOMPONEN BEBAN KERJA (REKAP PEMOTONGAN TPU) 
Perlode Bulen September: 26 August 2017 $/d 25 September 2017 

t- ··-----
Rp , Rp Rp 

---~-- ----- · .. 
Rp i Rp . Rp Rp -- ----· 
Rp Rp Rp . Rp 

~-A .. r··-j· ~- __..,...._.....Er""'. 
IL-,,J_~ ..O;.r.J,, 

Rp - Rp .;· ' · Rp o~ - !_, .._ .li!- "~C::.--:~· : ·,)!l':/:9·~; .- .. R~-
~--.: ... __.. ___ ,_: ...... 

Rp .. -- _ ___ i_~p Rp Rp 
-· ' 

Rp . ! Rp Rp . Rp • I Rp 
. -· - ·- --·-:- -- ·-- . .t.: -

Rp ___ ·_ ! ~p . Rp . Rp • I Rp _,_ ____ ---- ... --. 
Rp __ _____; Rp j __ Rp -- Rp 

Rp Rp Rp Rp 
- ----i-·-· 

Rp 
Rp 

; . 
Rp 

'** 

.........,~ ........... --r.-h~r.......,...,.,.,.,.....~ r j · r 
'p·~ . <&:...""·! ' :-Rp ·~~','<'Rp· - Rp ~ ---~-- . --~ • ~.,_ • ';:4.:._ .............. ..., .,_~ 11"'!' .~ 

Note: 1. Nilai atau jumlah rupiah dari pemotongan Tambahan Penghasilan Umum (TPU) PNS, berdasarl<an pada Peraturan Bupati Malinau Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau. · 

2. •• Untuk PNS alas nama: Fenrv A/pius. SE. M.SI tembahan penghasilannya tidak diberikanldibeyarl<an karena tekait perihal dtsiplin PNS, sehingga nilal atau jumlah rupiah darl pemotongan 
tambahan penghasilan umumnya tkiak ada/nihil. Sedangkan pegawai alas nama: Siprianus Sili Ola, A.Md nilai rupiah dan pemotongan tambahan penghasilan umumnya nihil karena memang 

tidal< mendapatkan tambahan penghasilan umum. 

Mcnyetujui, 

""'"bb•g Pol''"" P_"bll~ P•mbl"'" Apornt"' 

FURE 
NIP. 1965101 5 198903 1 011 2 201001 2 025 

Malinau, Rabu 4 October 2017 

Pengelola Presensl, 
Staf Kelembagaan dan Ana lisa Formasi Jabatan 

~~ 
MURSAOIQ JS. S.Sos 

NIP. 19831116 2015031 003 

43684.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU 
BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH 

Jl. Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau No. 01 TelpJFax. (0553) 2022689 

Sumber Laporan 

LAPORAN REKAPITULASI JUMLAH PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN UMUM PNS BERDASARKAN KOMPONEN BEBAN KERJA CREKAP PEMOTONGAN TPU) 
Pcriode Bulan October: 26 September 2017 sld 25 October 2017 

Rp Rp Rp Rp Rp . -
Rp Rp RP Rp Rp Rp - ... - -
Rp • Rp Rp Rp Rp • Rp 
Rp "':.-.:;_~]! ·.:, J Rp. • Rp- - .. -- • Rp • ~: ' Rp • Rp 1 .,_ . • 1** 

~--~:...+--- - - ·--·- ---- .- ~-- - -· -- - -
Rp Rp Rp Rp Rp Rp 

Rp • j Rp • Rp Rp • Rp • Rp 
Rp - - -. _,Rp Rp - • Rp : Rp. - • Rp 

- Rp ---·-- -t Rp ·- R~ - --- Rp - Rp - . - Rp 
--- - - - --.L -· -- -. 

Rp Rp Rp Rp Rp Rp ---.-·----· _ .. ___ ... ____ - - ----- --
- Rp - Rp - Rp Rp Rp - -·-+ - ---~- ---- ---·-·- --·- -- -

Rp - 1 Rp • Rp Rp Rp 
- ---- I --

Rp t' ~--: Rp 
' Rp -

Note: 1. Nilai atau jumlah rupiah dari pemotongan Tambahan Penghasilan Umum (TPU) PNS, berdasarkan pada Peraturan Bupati Malinau Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi 
Pegawai Negeri Sipil di Ungkungan Pemerintah Kabupaten Malinau. 

2. •• Untuk PNS etas nama: Etarv AID/us. SE- M.Si tambahan penghasi/anaya tldak diberikanldibayarkan kerens tekait perihal disiplin PNS, sehlngga nilai atau jumlah rupiah darl pemotongan 
tambahan penghasilan umumnya tidak ada/nihil. Sedangkan pegawslstas nama: Siprianus Sili Ole, A.Md nilai rupiah dari pemotongan tambahan penghasilan umumnya nihil kerens memeng 
tidak mendapatkan tambahan penghasilan umum. 

Menyetujul, 
Kasubbag Pelayanan Publlk dan Pembinaan Aparatur . 

~ 

Mallnau, Rabu 1 November 2017 

Pengelola Presensl, 
Staf Kelembagaan dan Ana lisa Formasi Jabatan 

~~ 
MURSAOIQ JS. S.Sos 

NIP. 19831116 201503 1 003 
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NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU 
SEKRETARIAT DAERAH 

BAGIAN ORGANISASI 

LAPORAN REKAPITULASI JUMLAH PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN UMUM PEGAWAI ASN DARI KOMPONEN BEBAN KERJA 
Periode Bulan November: 26 October s.d. 25 November 2017 

~~· , ,... ~-.~~?b: f · ~"· :~ .. J TERLAMBAT r:,: ~ .. ~ ... ~ ..;. .. '-

~ALPA A~El · >TeRLAMBAT ' - PUL:ANG SEBELUM MASUK KERJA : TIDAl( MENGISI SAKIT 3 .HARI ALPA (TANPA' : 
Periode November: 28 October s.d. 25 November 2017 ;,c ~ 

. ' ~UK.KERJA ~ WAKTUNYA PULANG-SEBELUM: OAFTAR HADIR 
TANPASURAT KETERANGAN) ,, a . PAGI~- I<ETE~NGAH ~:.:!I :::g. ·.~ ;~ - . ------ -- ----- t~; .~ .~ 

;•. ,;.. \ ~ 

". T-6TAL 

··PEMOTONGAN TPU WAK~~Y~_2 
NAMA PEGAWAI ASN NIP ,:i?:·,. AA~~;;,f( .-, :~: 'TMK - . "·PSW TMKPSW ·.: ':.T:MDH STSK A· -

·~hl-_ 
Rp 

. 
Rp Rp Rp Fureng Elisa Mou, M.Si 19651015 198903 1 011 Rp . Rp . Rp Rp - ---- I- - ~ --·· -

Yakub Tasin, SH 19770112 2006041 016 Rp Rp Rp Rp - . Rp Rp Rp . Rp ------ ., . . .. ~--

Samuellbau, SH 19811107 2010011 011 Rp - Rp - Rp - Rp . : Rp . Rp Rp - Rp --- ---- -- --
Suharningsih, SE 19830712 201001 2 025 Rp - Rp · Rp Rp . Rp . Rp . Rp - Rp . . a:: ---~~: :: . -· 
Fenry AI pius, SE., M.Si 19740220 200003 1 003 Rp Rp - Rp . Rp Rp - Rp . 

.. -· --
Farwan, SE 19820328 201 101 1 002 Rp Rp . Rp . Rp . Rp . Rp --- ------
David lndera, SE 19760811 200212 1 005 Rp Rp Rp . Rp Rp - Rp . 

-···- --. ·-- ---t - - ·---- --
Sarina Juniarsi, SE 19830628 200604 2 019 Rp · Rp · : Rp Rp Rp . Rp Rp - Rp . 

~· ·----.,.__..,..·--'"--·· .... - •· ...... - -·- - - - ·- ·-· 
Mursadiq JS, S.Sos 19831116 201503 1 003 Rp . Rp - Rp - Rp . Rp Rp . Rp 49.186 Rp 49.186 - - - --- --- - ----- - - -
Josdar, S.Sos 19861213 201503 1 005 Rp - Rp - Rp - Rp - , Rp - Rp . Rp . Rp -- - -··--- - --·-- ----·-r-- -·- -- ...... - - - .. --
Marjonl Marth in us, A.Md 19830519 201001 1 009 Rp - Rp . Rp 54.588 Rp • Rp • Rp . Rp . Rp 54.588 - . -- ·----- ---- - -- -
Septl Juanl Alung 198-40928 2006().4 2 011 Rp - Rp - Rp · Rp • I RP • ~ • Rp - Rp . 

_ 18.1sS i_ ~? =---· _j__~- . ~ .. ~ -. --. Rp -=- - -- . 
Meidl 19810528 200903 1 006 Rp - Rp - Rp Rp - Rp 18.196 - -
Mohamad Fadhlln 19800403 201001 1 022 Rp . Rp - Rp - Rp • 1 Rp · I Rp • Rp - Rp -
Slprlanus Slli Ola, A.Md PTT Rp - Rp - Rp -_ - ~Rp • I Rp- - -·_ ' Rp - - - Rp - Rp -

. 

,.._ 
...I '9"' a.-1 . , .. ,~p,;. ·~'¥' 1 ' RP ....... 'I R ., 72.7851 Rp I Rp I Rp I Rp 49.1186 :·1~ ~~~-~i- '~.12d7~~1 '"-,·_' , p - - -

Note: 1. Nllai atau jumlah rupiah dari pemolongan Tambahan Penghasilan Umum (TPU) PNS, berdasarkan Peraluran Bupati Nomor 2 Tahun 2017 lenlang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Ungl<ungan 
Pemerintah Kabupalen Malinau. 

2. -untul< PNS alas nama Fenry A/pius. SE .• M.Si lambahan penghasilannya tidal< diberil<anldibayarkan !<arena lel<ail masalah disiplin PNS, Sedangl<an pegawai alas nama Siprianus Sili 0/a, A.Md tidal< mendapatl<an 
tambahan penghasilan umum. 

asi 
Menyetujul, 

Kasubbag Pelayanan Pub~'-9ttn P~mbinaan Aparatur Daerah 

Mallnau, Senln 4 December 2017 

Pengelola Presensi, 
Ana lis Jabatan 

~t;' 
MURSADIQ JS. S.Sos 

NIP. 19831116 2015031 003 

** 

-
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PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU 
SEKRETARIAT DAERAH 

BAGIAN ORGANISASI 

LAPORAN REKAPITULASI JUMLAH PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN UMUM PEGAWAI ASN DARI KOMPONEN BEBAN KERJA 
Periode Bulan December: 26 November s.d. 25 December 2017 

Perlode December. 26 November s .d. 25 DecefT!.ber 201'7 

"·~ '. 0,'~-'\<:: :.::- , '> · . . j . TERLAMBAT ,'< . , ·" • ' ,., . . -•-·~· ·• 

t:_ it~.A~.~-~t:_:_ :~ .. e_:~·."'t:A. -.;:. ~-~~r:;· ·. F>u~N~:,sesf.\-_ liM . ~- ~u~.!<ERJA .no~j( .. M~;'N~~~-~~: . ,.StNK~~ ~~;.:-~.; ';(_~~~A. ~if~~~--~ 
~~ f>A~Jt~~~::..~~~~S~K>KE~JA ' .• WAKTl:Jt-IY~ . PU~~G§Ef!ELUM DAF)'ARJ:fApl_~·~; KETERANG~t-l ·5 !<91iRA!'l~N,V 

· --.. · ----· ~~;~~~~~Y~~Eii2~K-~:~-:-: :.._~P"S:w~~---~ :~~~~:·---- -----~--r;;~J~h~tr:~---------srii<'_---:~:~.~::~ .. ~~rft~---NO I NAMA PEGAWAI A;:.A 

Fureng Elisa Mou, M.SI 

2 IYakub Tasln, SH 

3 I Samuel lbau, SH 

4 Suharningslh, SE 

5 Fenry AI pius, SE., M.Si 

6 Farwan, SE 

7 David lndera, SE 

8 Sarlna Juniarsl, SE 

9 Mursadlq JS, S.Sos 

10 Josdar, S.Sos 

~ II;" 

196510151989031 011 _ _ _ _ _ _ RP._ ______ ~- ~-~!: Rp Rp Rp . Rp 1 Rp 

19770112 200604 1 016 Rp - . Rp Rp Rp Rp Rp Rp +--------+- -··· -- -- ---·-. - - .. -- -- . --·----·-
19811107 2010011 011 

19830712 201 001 2 025 

19740220 200003 1 003 

19820328 2011 01 1 002 

19760811 200212 1 005 

19830628 200604 2 019 

. Rp I Rp Rp ' Rp Rp Rp Rp ----A -..--..... _..,,_, __ .,._. - ·'•"' 
Rp ·--- .__!:e --- ·--
Rp 'Rp 

Rp . Rp -A-o - . -4--·-
Rp Rp 
··-· ~ -· ·---

~ · -· --.;..-.~ --Rp 
· ·-· -~-Rp 

Rp 

Rp 

Rp 
... 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 
~ ·· · ..• 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

. . __ _ . ___ . _ _ _ Rp l Rp Rp Rp Rp 19831116 2015031 003 

19861213 2015031 005 Rp ~-TRp . - Rp Rp Rp 

11 Marjonl Marthlnus, A.Md 19830519 201001 1 009 

12 Septl Juanl Alung 19840928 200604 2 011 

13 Meidl 1981 0528 200903 1 006 

14 jMohamad Fadhlin 19800403 201 001 1 022 

- -1r--------t--=-~--~-=q_~_:·_·-·_::= _-:_~~-::_ ~: -- _:--_ -~:~= : -:: 
·---- --+ --------~-- --· ... -- --

Rp I Rp ' Rp • ; Rp Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

' Rp 
- -·------: Rp 

. Rp 

Rp 

Rp 

i Rp ------
! Rp 

~----- --· ... 
__ _ .. _ , Rp .• --. 

15 ISiprianus Sill Ola, A .Md PTT 
+--------+ ·-----·--·- -+--- ---- ·-· . --- ·---- -l ---· .. -

Rp l Rp I Rp ~ Rp ' Rp : Rp 
-r;p--

TOT~~- · 

PEMOroN~rhPu 
,; ..... ";"'iI~. r- . . 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Grand Total -~~~P · - J .Rp= · - I Rp - I Rp - I Rp - I Rp - I Rp; - ljJ.rP.ti''lf--0~4Jl1t':'~ I 

Note: 1. Nilai atau jumlah rupiah dari pemotongan Tambahan Penghasilan Umum (TPU) PNS, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawa1 Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Malinau. 

2. ••untuk PNS atas nama Fenry Aipius, S£., M.Si tambahan penghasilannya tidak diberikanldibayarkan karena tekait masalah disiplin PNS, dimana SK pemberflenlian dengan hormat atas permintaan sendiri yang 
bersangkutan pertangga/1 9 Desember 2017 mulai berlaku. 

3. ·•Pegawai atas nama Siprianus Sili 0 /a, A.Md tidak mendapatkan tambahan penghasilan umum. 

Menyetujui, 
Kasubbag Pelayanan Publi~ PBjT!blnaan Aparatur Daerah 

Malinau, Selasa 2 January 2018 

Pengelola Presensl, 
Analis Jabatan 

** 

** 

~~· ~ 
MURSAOIQ JS. S.Sos 

NIP. 19831116 2015031 003 

43684.pdf
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• PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU 
BAGJAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH 

Jl. Pusat Pemerintahan Kabupaten Mallnau No. 01Telp./Fax. (0553) 2022689 

Sumber Laporan : 

LAPORAN REKAPITULASI JUMLAH PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN UMUM PNS DARI KOMPONEN BEBAN KERJA (REKAP PEMOTONGAN TPU) 
Per/ode Bulan January: 26 December 2017 s.d. 25 January 2~18 

Note: 1. Nilslstsu jumlah rupiah dsrl pemotongsn Tsmbahsn Penghssilsn Umum (TPU) PNS, berdasarkan pada Peraturan Rupati Nomor 2 Tshun 2017 tentang Tambahan Penghssilsn Bsgi Pegswsi Negerl 
Sipil di Lingkungan Pemerintah Ksbupaten Malinau, dan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Disiplin Kerja dan Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupsten 
Malinsu 

2. ··untuk pegawai atas nama Siprianus Si/i 0/a, A.Md nilai rupiah dari pemotongan tambahan penghasilan umumnya nihil karena memang tidak mendapatkan tambahan penghasi/an umum. 

nisasi 
Menyetujui, 

Kasubbag Pelayanan Publik dan Pembinaan Aparatur 
Oaerah 

Malinau, Senln 5 February 2018 

Pengelola Presensi Sidlk Jarl, 
Ana lis-Ki.Mrj 

43684.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



m v 
PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU 

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH 
J l. Pusat Pemerlntahan Kabupaten Malinau No. 01 TelpJFax. (0553) 2022689 

Sumber Lsporan : 

LAPORAN REKAPITULASI JUMLAH PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN UMUM PNS DARI KOMPONEN BEBAN KERJA (REKAP PEMOTONGAN TPUl 
Perlode Bulan Febnllui: 26 Januarl s.d. 25 Februar/2018 

····--+-..;..--·----~-~-----·--t··~? ___ .,_. __ . _____ -t~----- . 
-~ i-~;- -··"·-- --~-~~----~- =~ ~ 

·- --+. --=-------+--.-- .. _.. ...-- ------ . 
·-· ---=---+-_: _____ _:__.t_Rp _ _: . ! -~P __ ... . ______ :._ -~-~P ___ ·___ Rp 118,044 

+---·----·--f-.-.:.- ·-·----+-·-·- -··---·- -J~?._ ... ......... ----.-,---~--.... -
• . Rp 

_--~~-_;'R,;--~ .. ---~~- ___ -_ ~~_!l _ __ _ 

. · ! Rp • i Rp - -4-.. -- ·-- . . . .. -----. ------- -·· -----+-......;._ ____ ---! 
• 1 Rp • i Rp -·- ··- -- ---·-.. ---------.---

! Rp - Rp --- -- -----·· -- .._ __ _ 
Rp 

Note: 1. Nils/ atau jumlah rupiah dari pamotongan Tsmbahan Panghasilan Umum (TPU) PNS, berdasarl<an pada Paraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tambahan Panghasilan Bag/ Pagawai Nagari 
Sipil di Ungkungan Pemerintah Kabupaten Malinau, dan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Disiplin Karja dan Sanks/ Bagi Aparatur Sipil Nagara di Lingkungan Pamerintah Kabupaten 
Malinau 

2. ..Untuk pegawai etas nama Siprianus Sl7i 0/a, A.Md nils/ rupiah dari pemotongan tambahan penghasilan umumnya nihil karena memang tidak mendapatkan tambahan penghasi/an umum. 

M.Si 

Print ()ut Fi1111 O!l·1A WIT A 

Menyetujul, 
Kasubbag Pelayanan Publik dan Pembinaan Aparatur 

I 
SUH'' 

NIP. 1983 

erah 

o.,.,.,.,. 1 nf 1 

Mallnau, Selasa 27 February 2018 

Pengelola Prosensl Sidlk Jarl, 
Analis Klnorja 

' '1\\ 
~1EADHLJN 

NIP. 19800403 2010011 022 

43684.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



0 
PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU 

SEKRETARIAT DAERAH 
BAGIAN ORGANISASI 

NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

II 

10 

11 

12 

13 

14 

LAPORAN REKAPITULASI JUMLAH PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN UMUM PEGAWAI ASN DARI KOMPONEN BEBAN KERJA 
Perlode Bulan March: 26 February s.d. 25 March 2018 

r,_. ALPA UPACAAA, . TERLAMBAT 
SAKIT-5 HARI • 

t>erio<H Mllff:h: 2f FebNIIfY 11.d, ,. ,.t'Ch 2011 AL~~~t£i0,. AHL P!RINGATAN ·~T PULANG SEBELUM MASUKKER IA TlDAK MENGISI 
TANPASI./RAT 

ALPA(T~NPA 
c.-""! )_ •I HARt 8 1!SAA I '1 l~~~I(I!RJA WAKTUNYA F!UL.(NO U8ELUM DAI'TAA HAGIA KI!TeRANGAN l 
. :..- ·~~~ .. -~ TEIU"I!NTU . ,.. WAKTUNYA Ka:TI!RANGAN 

NAMA PI!GAWAI ASN NIP AA' ..,. AUAfOHBT " TJIK PSW TIIKPSW TJIDH ST$1( ~ 

Fu,..ng Ell.a Mou, M.SI 1M510151t8103 1 011 Rp . Rp Rp . Rp . Rp Rp . Rp Rp 
~ ..... 

Yakub T11ln, SH 111170112 2001041 016 Rp . Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp . 
Samuellbau, SH 111811107 2010011 011 Rp . Rp . Rp . Rp . Rp . Rp Rp Rp 

Suhamingsih, SE 111830712 201001 2 025 Rp . Rp Rp . Rp Rp Rp Rp . Rp . .. -. -- . 
Farwan, SE 111820321201101 1 002 Rp Rp Rp Rp . Rp Rp Rp Rp . -
David Indent, SE 111710811 200212 1 005 Rp . Rp Rp Rp Rp Rp Rp . Rp 

Sulna Junllrsl, SE 1 11830628 200604 2 019 Rp Rp Rp Rp Rp Rp . Rp Rp . . .. ..; . 
Mursadlq JS, S.Sos 19131116 201603 1 003 Rp . Rp R.p Rp Rp Rp Rp . Rp . 

-
J~.S.Sos 111811213 201603 1 005 Rp - Rp . Rp . Rp Rp Rp Rp . . Rp . 

- .. -. . 
Maljonl Marthlnua, A.Md 1111305111201001 1 009 Rp . Rp . R.p . Rp - . Rp Rp Rp . . Rp ·- - -· ><··--r- .. .. . 

•. ~Rp -
8eptl Juanl Alung 1M401128 200604 2 011 Rp . Rp Rp Rp . Rp Rp Rp . . 

- c . 
r Rp 

. 
Meidl 1M10521200103 1 006 Rp . Rp . - Rp 18.196 Rp Rp ' Rp . , Rp -. . -. 

_: ~p Mollamad Fadhlln 111800403 201001 1 022 Rp Rp • , Rp . Rp . Rp Rp Rp . . ... _,. - ...... - .. . .• -r -
Slprianus SIR Ola, A.Md PTT Rp Rp . I Rp . Rp . Rp Rp Rp . ' Rp . 

TOTAL 
PEMOTONGAN TPU • 

Rp . 
Rp . 
Rp . 
Rp 

Rp . 
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp . 
Rp . 
Rp 18.196 

Rp . 
Rp . 

Gr11nd T~tal -+I Rp • I Rp • I Rp • I Rp 18.196 1 Rp • I Rp • I Rp • lite · I Rp- .... 18.1H I 

Note: 1. Nilalat•u juml•h rupillh dllrl pemotongan Tambahan Pengh11silan Umum (TPU) PN$, berdasarl<an Peraturan Bupat1 Nomor 2 Tahun 2017 ten/ang Tambahan Penghasilan Bag/ Pegawal Neget Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Ma/Jn1u, dan Per1turan Bupetf Nomor 61 Tahun 2017 tentang Dlsiplln K~ dan Sanks/ Bag/ Aparttur Sipll Negara dl L/ngkungan Pemerint1h K11bupaten Malinau. 

2. •·urwk pegaw11i liN nama S/pMniJS Stll 011. A.Md bd8k m.nd•petkan t11mbah11n penghllsilan umum darl komponen b<iban kel'ja. 

M1llnau, Senln 26 March 2018 

Menyetujul, 
Kasubbag Pelay1nan Pu~~n fRmbinaan Apiratur Oaerah 

• 

MEIDl 
NIP. 191110528 200903 1 006 

. 

43684.pdf
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NO 
1 

2 

3 

• 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU 
SEKRETARIAT DAERAH 

BAGIAN ORGANISASI 

LAPQRAN REKAPITULASI JUMLAH PEMQTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN UMUM PEGAWAI ASN OARI KOMPONEN BEBAN KERJA 
Periocle Bulan April: 26 March s.d. 25 April 2017 

~.t.UPACARA. TERLAMBAT SAKIT S"HARJ 
,..t"ioft April: 2f MM:It • .d. 2f Aprl/2011 , Al.PA APEL PAGI APa I'I!RINOATAN TERLAMBAT PULANO SEBaUM MASUt< K!RJA TIDAl< MeHGISI • 

TANPASURAT 
Al.PA(TANPA 

~' ·· MASUKKI!RJA WAKTUNYA PULANO SeBI!LUM ·DAI'TAR HADIR , 'K!TeRANGAN ) 
WAKTUNYA - Keli!AAN.OAN . 

NAMA PEGAWAI ASN NIP AA,. AUAPHeT TMK PSW TIIIKPSW TMOH STSK A 

Fureng Ellu Mou, M.SI 1H61015 1889031 011 Rp . Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 

Y~tkub Tuln, SH 19770112 2~~ 1 016 Rp . Rp Rp . Rp Rp . Rp Rp Rp 

Samuel lbau, SH 19811107 201001 1 011 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 

Suh~tmingslh, SE 19830712 201001 2 025 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 

Farwan, SE 19820328 2011011 002 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 

Oltvld lndara, SE 197eG811 200212 1 005 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 

Sarlna Junlarsl, SE 19830628 200604 2 019 Rp Rp Rp . Rp Rp Rp Rp . Rp 

Mursadlq JS, S.~ 11131116 201503 1 003 Rp . Rp Rp Rp . Rp . Rp Rp Rp 

Joadar, S.Sos 19881213 201503 1 005 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 

M~trjonl Marthlnua, A.Md 11830519 201001 1 009 Rp . Rp Rp Rp Rp Rp . Rp Rp 

Saptl Juanl Alung 1tl40t28 200to4 2 011 Rp Rp . , Rp . Rp Rp Rp Rp Rp 

u.ldi 11110628 200903 1 006 Rp . Rp Rp . Rp 18 196 Rp . Rp Rp Rp . . 
Mohamad Fadhlln 1t800403 201001 1 022 Rp . Rp I Rp Rp Rp Rp Rp Rp 

Slpr1anua Sill Ola, A.Md PTT Rp . --- . 
Rp ' Rp ! Rp . Rp . Rp . Rp Rp . 

TOTAL 
PEMOTONGAN TPU . 
Rp 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp 

Rp . 
Rp . 
Rp . 
Rp 

Rp 

Rp 18.196 

Rp . 
Rp - i 

Gr•ndTot.J-1 Rp • I Rp ' I Rp • I Rp 18.196 I 'Rp • I Rp • I Rp • l Rp • I Rp 18.1111 

Note: 1. Nilai atau jumlah ru/Hh darl pemotongan Tambahan PenghaSI/an Umum (TPU) PNS, berr!asarlcan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentltng Tambahan PenghasHan Bagi Pegawai Negeri SIPII di Linglcungan Pemerintah Kabupaten 
Mallnau, dan Peraturan BupaU Nomor 61 Tahun 2017 tentang Dlsiplin Kerja dan Sanks/ Bag/ A.paratur Sipil Negara dl Ungkungsn Pemerintah Kabupaten Mellnsu. 

2. ~untuk PfiQIIWII atu nama Slprianus Sili Ole, A Md tlde /C mertdapatkltn tambahan penghssilan urnum dari komponen beban kerja. 

Mallnau, Rabu 26 April 2017 

Pengelola Presenal, 
Analla!Kinerjll 
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PEMERINTAH KABUPATEN MAUNAU 
SEKRETARIAT DAERAH 

BAGIAN ORGANISASI 

LAPORAN REKAPITULASI JUMLAH PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN UMUM PEGAWAI ASN OARI KOMPONEN BEBAN KERJA 
Perlode Bulan May: 26 April s.d. 25 May 2018 

P.rtixle M•~ 25 Aprils. d. i S M•y 2011 
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• i Rp · 1 Rp Rp . ! Rp . Rp Rp --+-::-'-----.. --.-.. .. ... .... l .. . ·-: ·-j:L··: ... ~ ·--·- -·!"-
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---~ ... -·- .._ --- ..... ·-· .,. -- ..... _ ... •· -··--

Rp Rp Rp ; Rp Rp Rp 
- - -

Rp Rp 
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Note: 1. Nile( eteu jumfah IIJpieh dari pemotongsn Tsmbshan PenghsSJ1an Umum (TPU) PNS, berdassr11an Peraturan Bupali Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghssifan Bagr Pegawai Negeri Sipif di Ungkungan Pemerintah Kabupaten 
Mafinau, dan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017/entang Disipfin Kerja dan Sanksf Bagi Aparatur Sipil Negara di Ungkungan Pemenntah Kabupalt>n Malinau. 

2. ··untuk pegawaf alas nama Siprianus Sifi Ofs, A.Md tidsk mendapatl<an tambahan penghasilan umum dari komponen beban kerja. 

Mallnau, Senln 28 May 2018 

Menyetu)ul, Pengelo a Presensl, 
Sill Kasubbag Pelayanan Pub~ Hn_Pemblnaan Aparatur Oaerah 

AA~I"'\ 

0011 022 
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